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ABSTRAK

Judul : ‘Amal Ahl al-Madinah (Studi Metode Ijtihad Imam Malik b. Anas)
Penulis : Iffah Muzammil
Kata Kunci : ‘Amal Ahl al-Madinah, Metode Ijtihad, Mutawatir.

‘Amal Ahl al-Madinah adalah salah satu dalil hukum yang digunakan Malik
dalam metode ijtithadnya. Malik adalah seorang mujtahid besar, yang lahir, besar, dan
wafat di Madinah. Lahir tahun 93 H dan wafat 179 H, hampir seumur hidupnya ia tidak
pernah meninggalkan Madinah.

Permasalahan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana
teori Malik tentang ‘amal ahl al-Madinah? (2) Bagaimana basis metodologis teori
tersebut ? (3) Bagaimana kedudukannya sebagai dalil hukum ?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data
pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan usul figh. Dalam
penelitian ini dapat disimpulkan: Pertama, ‘amal ahl al-Madinah merupakan praktek
hukum yang dijalankan masyarakat Madinah yang berlangsung sejak era Nabi hingga
tabi’in atau tabi’ al-tabi’in menurut riwayat lain. Dalam metode ijtihadnya, Malik
menempatkannya sebagai salah satu dalil hukum, baik ‘amal ahl al-Madinah tersebut
bersumber dari riwayat maupun bersumber dari ijtihad.

Kedua, Malik membangun teori int atas asumsi bahwa ‘amal ahl al-Madinah
merupakan kristalisasi ajaran Rasul yang dijalankan secara turun temurun. Dengan
demikian, ia memandang ‘amal ahl al-Madinah dalam posisi sebagai sunnah atau
ijma’. Inilah basis metodologis teori ‘amal ahl al-Madinah.

Ketiga, berdasarkan asumsi di atas, sebagai dalil hukum, ‘amal ahl al-Madinah
memiliki kekuatan gat’i karena ia muncul dari riwayat yang mutawatir. Oleh sebab itu,
kekuatan ‘amal ahl al-Madinah ‘mengalahkan’ kekuatan khabar ahad, bahkan menjadi
alat ukur untuk menilai kesahihan sebuah khabar ahad sekaligus menjadi alat ukur
untuk menilai kesahihan sebuah dalil ketika terjadi pertentangan. Posisi Madinah
sebagai kota Nabi yang otomatis merupakan kota wahyu memberi pengaruh sangat

kuat pada lahirnya teori tersebut.




Abstract

‘Amal Ahl al-Madinah is one of the legal arguments which is used by Malik in
one of his Ijtihad’s methods. He was a great and famous mujtahid, who was born, grew
up and, passed away in Madinah. Born in 93 AH and died in 179 AH. He never left
Madinah for almost all his life.

This study will answer the following issues: (1) What is the theory of Malik
about ‘amal ahl al-Madinah? (2) What is the methodological basis of the theory? (3)
What is its position as the proposition of law?

This is a qualitative research using literature data and usul figh as its approach.
The conclusion of this research as follows: First, ‘amal ahl al-Madinah is a legal
practice carried by Madinah society since the prophet Muhammad’ era to tabi’in or
tabi’ al-tabi’in. In another report, Malik in his Ijtihad’s method used as one of the
arguments of law, either ‘amal ahl al-Madinah 1s sourced from the history or ijtihad.

Second, Malik built this theory with the assumption that ‘amal ahl al-Madinah is
the crystailization of the prophet Muhammad’s teaching which run for generations. In
other word, in his opinion, ‘amal ahl al-Madinah is a sunnah or ijma’. This is a
methodological basis of the theory of ‘amal ahl al-Madinah.

Third, based on that assumption, as a proposition of law, ‘amal ahl al-Madinah
has a power of gat’i because he has an official and continuous history(mutawatir).
Therefore, the power of ‘amal ahl al-Madinah ‘outperforms the power khabar ahad,
even has more function as the measurement tool to assess the validity of khabar ahad
and the proposition of law when it is disputed. Medina as the city of the Prophet which
is automatically as a revelation city has a strong influence on the emergence of that

theory.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Bagi umat Islam, Madinah merupakan kota yang sangat spesifik di antara
kota-kota Islam lainnya. Nabi sendiri yang menetapkannya sebagai kota suci bagi
umat Islam. Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa Madinah di-idafah kepada

Allah SWT, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa’ [4]:97 :

Vemah D5l) oigr ‘;.é\,tt; Sl 58 1.0 19 ad drwty allt [o 2S5 (,Ji

“Bukankahsbumic Alialy dtrloas sehinggad "kalian ‘dapat "berhijrah ' (bempindah-
pindah) di bumi itu”.

Menurut al-Tabari, sejak turunnya ayat ini, maka umat Islam yang tidak
berhijrah ke Madinah dianggap kafir, kecuali mereka yang tidak mampu
melakukan perjalanan ke Madinah.'

Sebagai kota tujuan hijrah Nabi SAW dan para shahabat beliau, Madinah
menjadi kota pertama tempat berdirinya negara Islam. Ia juga menjadi tempat
turunnya wahyu selain Mekkah. Di kota ini pula berdiri Masjid Nabawi, yang
disebut Nabi sebagai mesjid kedua bagi umat Islam setelah Masjidilharam, dalam

hal besarmya pahala besar yang diperoleh bagi orang yang mengerjakan salat di

' Abu Ja’far Muhammad b Jarir al-Tabari, Jami' al-Bayan 1 Taf$ir al-Qur’an, vol. 7, (T .t.: Dar al-Hijr,
t.th.), 385.



dalamnya. Hebatnya, penduduk Madinah juga mendapat doa khusus dari Nabi

lewat sabdanya, diantaranya:

3 A6 el J6 ey wle &1 Lo di 0ot 3 2 g ol 3 ST 0
A S H oF oL, Z.. P S B Y-
Fad AT 555 a5 el 3 B 2 1ALSC

“Dari Anas b. Malik, bahwasanya Rasulullah bersabda,”Ya Allah, berkahilah
mereka dalam timbangan mereka dan dalam sa’ (¢l.») mereka, serta dalam mud

mereka, yaitu para penduduk Madinah”.

Beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum, juga mengacu pada
kebiasaan yang berlaku di kalangan penduduk Madinah, misalnya yang terkait
dengan zakat fitrah dimana dalam sabdanya, Nabi memerintahkan untuk
mengeluarkan zakat fitrah berupa satu s’ kurma, atau gandum, atau kismis, atau
keju yang kesemuanya itu merupakan makanan pokok penduduk Madinah.? Oleh
sebab itu, Hanafiyah menyatakan bahwa hanya empat jenis makanan tersebut
vang dapat dijadikan sebagai jenis makanan untuk zakat fitrah, atau harganya.
Senada dengan Hanafiyah, Hanabilah juga berpendapat tidak boleh
mengeluarkan zakat fitrah di lvar empat jenis makanan di atas, sepanjang empat

jenis makanan tersebut dapat diperoleh.?

2 Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Isma’il al-Bukhari, a/-/ami’ al-Sahih, vol.3, (Kairo: Dar al-Sha’b,
1987), 89.

* Muhammad b. Ishaq b. Khuzaimah al-Naisaburi, Sahih Ibn Khuzaimah, vol.4, (Beirut: al-Maktab al-
Islami, 1970), 84. Lihat juga > Abii ‘Abd al-Rahman al-Albani, Mukhtasar Sahip al-Imam al-Bukhar,

vol. 1, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif li al-Nashr, 2002), 448.

¥ Wahbah al-Zuhaily, a/-Figh al-Is/im7 wa Adillatub, vol. 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 2044-5.



Sekalipun demikian, menjadikan tradisi yang berlaku di kalangan
masyarakat Madinah sebagai dalil hukum, diperselisihkan oleh para ulama.
Jumhur ulama dengan tegas menolak menjadikan tradisi penduduk Madinah
sebagai dalil hukum. Imam Abu Hanifah, Imam Shafi’i, serta Imam Hanbali-pun
tidak mencantumkan tradisi masyarakat Madinah dalam dalil hukum ijtihadnya.’

Berbeda dengan pandangan jumhur, Imam Malik menjadikan tradisi
masyarakat Madinah sebagai salah satu dalil hukum dalam ijtihadnya. Malik
adalah cucu sahabat Anas bin Malik yang lahir tahun 93 H di Madinah, dan terus
menetap di sana hingga wafatnya, 179 H. Ia hampir tidak pernah meninggalkan
kota Nabi itu kecuali untuk beribadah haji ke Mekkah.®

Malik tidak pernah menyebut dasar-dasar ijtihadnya. Namun pandangannya
tentang metode istinbatnya disimpulkan oleh para muridnya dari karya
monumentalnya, al-Muwatta’. Sebagai contoh adalah tentang igamah dalam salat
jum’at. Menurut Malik igamah dalam salat jum’at cukup satu kali karena hal
itulah yang dia ketahui dipraktekkan di Madinah.”

Dalam teorinya, Malik mengatakan bahwa tradisi penduduk Madinah harus
didahulukan daripada kiyas. Ia bahkan menolak hadis ahad jika bertentangan
dengan tradisi penduduk Madinah, sebab dalam pandangan Malik, tradisi

penduduk Madinah menduduki posisi mutawatir karena apa yang mereka lakukan

° Muhammad Idris al-Syafi’i, al-Risalah (t.t.: Dar al-Fikr, t.t ), 21 dan seterusnya. Lihat juga
Muhammad Musa Towana, al-/jtihad wa Mada Hajatina Ilayh fi hadha al-‘Asr (t.t.. Dar al-Kutub al-
Hadithah,t.t.), 5964.

® Ibid., 366, dst.

7 Malik b. Anas, Muwatta’ al-Tmam Malik, vol.1, (Mesir: Dar lhya’ al-Turathi al-*Arabi, t.th.), 70.



berdasarkan petunjuk Nabi. Malik meyakini bahwasanya tradisi masyarakat
Madinah merupakan kristalisasi ajaran Rasul selama beliau hidup di Madinah
yang diamalkan secara turun temurun oleh masyarakat Madinah. Dengan
demikian, jika terdapat hadis ahad yang bertentangan dengan tradisi masyarakat
Madinah, berarti terjadi kontradiksi antara dalil ahad dengan dalil mutawatir,
sehingga dalil mutawatir yang harus didahulukan.®

Pandangan ini merupakan pandangan yang tidak populer dan dinilai aneh
oleh banyak kalangan, bahkan mengantarkan Malik mendapat julukan sebagai
ulama yang tradisonalis. Imam Shafi’i yang menjadi murid kesayangan Malik,
secara tegas menolak pandangan gurunya tersebut. Menurut Shafi’i, agama tidak
dapat didasarkan pada tradisi penduduk Madinah. Imam Shafi’t bahkan secara
keras menyebut teori gurunya tersebut sebagai pembatalan terhadap hadis.
Penilaian akan ke-mutawatir-an tradisi Madinah juga ditolak oleh Shafi™i.
Menurutnya, apa yang disebut sebagai ijma’ penduduk Madinah, faktanya
merupakan ijma’ seluruh masyarakat dari berbagai wilayah. Sebaliknya, tidak
semua yang dianggap sebagai ijma’/tradisi masyarakat Madinah disepakati dan
dilakukan oleh seluruh masyarakat Madinah.’

Menarik untuk mencermati ketidakpopuleran pemikiran Malik tersebut,

untuk mengetahui esensi dari apa yang disebutnya sebagai ‘amal ahl al-Madinah

# Abi Ishaq al-Shatibi, A/-Muwafagat F7 Usil al-Shari’ah, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
t.th.), 15. Lihat juga Abu Zahrah, Tarikh al- Madhahib al-Islamiyah, (Jeddah: al-Haramain, t.th),
399-400. Lihat juga Abu Zahrah, Malik Malik Hayatuh wa ‘Asruh Ara’uvh wa Fighuh, (T.t.: Dar al-
Fikr al-* Arabi, t.th.), 264, dst.

% al-Syafi'i, al-Risalah, 524.



sehingga ia menempatkannya sebagai dalil mutawatir dan mendahulukannya
daripada kiyas dan hadis ahad. Mengingat Malik seorang mujtahid besar, perlu
diketahui secara mendetail pemikirannya yang —anehnya-- jarang sekali tulisan

yang membahas tentang ‘amal ahl al-Madinah yang menjadi salah satu acuannya

dalam ber-ijtihad.

B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan pokok pikiran di atas dan berbagai persoalan yang dapat
diidentifikasi, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana teori Malik tentang ‘amal ahl al-Madinah?
2. Bagaimana basis metodologis ‘amal ahl al-Madinah tersebut ?
3. Bagaimana kedudukan ‘amal ahl al-Madinah sebagai dalil hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini

adalah:
1. Memahami teori Malik tentang ‘amal ahl al-Madinah.
2. Menganalisis basis metodologis ‘amal ahl al-Madinah.
3. Menganalisis kedudukan ‘amal ahl al-Madinah sebagai dalil hukum.
D. Kegunaan Penelitian
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan

terhadap dunia ilmu pengetahuan, khususnya bagi khazanah pemikiran hukum



Islam terutama menyangkut metodologi, sekaligus sebagai landasan bagi peneliti-
peneliti selanjutnya dalam pengembangan kajian hukum Islam.

Adapun manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
salah satu pertimbangan bagi ulama, intelektual, dan praktisi hukum dalam
melakukan kajian, evaluasi, serta keputusan-keputusan hukum dalam rangka
menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapi umat Islam.

E. Kerangka Teoretik

Sumber hukum Islam atau al-masadir al-tashri’iyyah li al-ahkam, disebut
juga al-adillat al-shar’iyah. Secara bahasa, al-dalil adalah petunjuk yang
mengantar kepada sesuatu, baik bersifat indrawi maupun maknawi, baik atau
buruk. Adapun secara istilah, al-dalil adalah petunjuk yang mengantar terhadap
hukum shar’i yang bersifat praksis, baik bersifat gat’7 (pasti) maupun zanni
(dugaan kuat). Istilah lain bagi al-adillat al-shar’ivah adalah adillat al-ahkam,
usul al-ahkam dan al-masadir al-tashri’iyyah li al-ahkam. '’

Secara garis besar, ditinjau dari segi penggunaan dalil oleh ulama, dalil
hukum terbagi menjadi dua, yakni dalil hukum yang disepakati (muttafaq ‘alaih)
oleh mayoritas ulama (jumhur) dan dalil hukum yang tidak disepakati (mukhtalaf
fih). Dalil hukum yang disepakati oleh jumhur ulama adalah al-Qur’an, Sunnah,
ijma’, dan giyas. Penggunaan dalil-dalil tersebut bersifat hirarkis. Artinya, jika

ada suatu persoalan, maka dicari penyelesaiaannya dalam al-Qur’an. Jika tidak

' Khallaf , Himu Usil Figh, 20.




ditemukan, maka dicari penyelesaiannya dalam sunnah. Demikian seterusnya.
Adapun sumber hukum lain yang tidak disepakati (mukhtalaf fih) oleh jumhur di
antaranya istihsan, al-maslahah al-mursalah, ‘urf, istishab. sadd al-dhari’ah,
‘amal ahl al-Madinah, madhhab sahabi."

Iima’, giyas, istih}san, dan seterusnya, sebenarnya tidak tepat disebut
sebagai sumber (masdar), melainkan metode, sementara yang lebih tepat disebut
sebagai sumber hukum hanyalah al-Qur’an dan al-sunnah.'? Akan tetapi dalam
ilmu us}ul al-figh, dikelompokkan pembahasannya bersama-sama dengan al-
Qur’an dan al-sunnah dan disebut al-Adillat al-Tashri* / Masjadir al-Tashri*.">
Karena itu dalam penelitian ini menggunakan istilah ‘sumber / dalil hukum’ untuk
mengikuti istilah yang sudah baku digunakan dalam dunia us}ul figh.

Ulama membagi al-dalil dari segi datangnya menjadi dua, yakni gat’l al-
wurud dan zanni al-wurud. Qat’t al-wurud artinya bahwa dalil tersebut dapat
dipastikan berasal dari Nabi. Yang termasuk kategori adalah al-Qur’an dan hadis
mutawatir. Adapun zanni al-wurud artinya dalil tersebut tidak dapat dipastikan

berasal dari Nabi. Yang termasuk kategori ini adalah hadis ahad.

1o
Ibid., 21-22.
'2 Iskandar Usman, [stibsan dan Pembaharvan hukum Islam (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,

1994), 5.
'3 Lihat Khallaf, //m, 20, Muhammad Khudari Bik, Usus/ al-Figh (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 205,
Lihat juga kitab-kitab usul figh yang lain.



Adapun dar1 segi interpretasinya, terbagi menjadi gat 7 al-dalalah dan zanni
al-dalalah."* Qat T artinya tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain,
selain makna yang ditunjuk oleh lafaz.'” Karena itu, hukum yang dihasilkan dari
dalil gat7 tidak memerlukan ijtihad.'® Sementara zanni artinya lafaz yang
menunjukkan suatu makna tertentu, namun mengandung kemungkinan makna
lain, '7 karena itu hukum yang dihasilkan dari nass zanni bersifat relatif. '8

Ijtihad, dalam terminologi hukum Islam diartikan dengan "upaya sungguh-
sungguh dari seorang fagih untuk menghasilkan kesimpulan hukum agama yang
bersifat z}an (dugaan kuat) dari dalil-dalil yang bersifat rinci".!” Lapangan ijtihad
meliputi persoalan yang tidak ditetapkan oleh nass qat’7 atau ijma’ serta
persoalan yang tidak dibicarakan secara formal oleh nass.*’

Teori tentang dalil hukum dan ijtihad ini digunakan untuk mengetahui pola
ijjtihad Imam Malik sekaligus menguji posisi ‘amal ahl al-Madinah sebagai dalil
hukum.

F. Studi Terdahulu

Sekalipun Imam Malik merupakan seorang mujtahid besar yang buah

pemikirannya tetap bertahan hingga saat ini, namun sepanjang penelusuran

4 "Abd al-Wahhab Khallaf, Jim Usil al-Figh, (t.t.: al-Dar al-Kuwaitiyah, 1968),35. Lihat juga
ys\/ahbah al-Zuhaily, Usul al-Figh al-Islami, vol. 1, (Beirut: Dar al-Fkr al-Mu’asir, 2001), 205.
Ibid.
K hallaf, Usil al-Figh, 216.
' Khallaf, Usal al-Figh, 35. Lihat juga Nur al-Din al-Khadimi, al-Jjtihad al-Maqasidi, Dawabituh wa
Majalatuh, (t.t.: t.p., t.th.), 128.
®Ibrahim Hosen “Figh Siyasah”, 52-53.
"%Jalal al-Din al-Mahal[i, Sharh al-Waraqat (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th.), 379.
K hallaf, Jhmu Usul al-Figh, 216.



penulis, jarang sekali penelitian yang membahas secara khusus tentang teori
‘amal ahl al-Madinah yang menjadi salah satu dasar ijtihadnya, khususnya yang
membahasnya dengan pendekatan sosiologi. Hal ini berbeda dengan buah
pemikirannya tentang maslahah mursalah yang banyak mendapat perhatian dari
berbagai kalangan lintas generasi.

‘Atiyyah Muhammad Salim menulis buku dengan judul ‘Amal Akl al-
Madinah. Namun buku tersebut tidak membahas secara komprehensif tentang
esensi dan basis metodologis ‘amal ahl al-Madinah, serta tidak menggunakan
kerangka sosiologis. Buku ini lebih fokus kepada hasil ijtihad Imam Malik yang
didasarkan pada ‘amal ahl al-Madinah. Buku ini akan dijadikan sebagai salah
satu rujukan dalam penelitian ini.

Pada umumnya, pembahasan tentang ‘amal ahl al-Madinah menyebar di
berbagai buku tentang usul figh dengan pembahasan yang amat singkat. Namun
tidak semua kitab usul figh membahasnya. A Wahhab Khallaf, Khudari Bik, Abu
Zahrah, misalnya, tidak membahasnya dalam kitab usul figh mereka. Abu Zahrah
membahas tentang ‘Amal Ahl al-Madinah dalam kitabnya Tarikh al-Madhahib
al-Islamiyah, serta Malik, Hayatuh wa ‘Asruh Ara’uh wa fighuh. Dalam dua
kitabnya tersebut pembahasan tentang ‘amal ahl al-Madinah hanya menjadi
bagian kecil dari sekian tema yang lain, sebab buku pertama, membahas tentang
sejarah madhhab-madhhab figh sementara buku kedua membahas tentang

biografi Malik. Pembahasan tentang ‘amal ahl al-Madinah dalam kedua buku



tersebut juga tidak membahas aspek basis metodologis dengan perspektif
sosiologis.

Adapun penelitian ini disamping membahas tentang teori ‘amal ahl al-
Madinah dengan pendekatan usul figh, juga akan menyoroti aspek sosiologis
lahirnya teori tersebut sehingga dapat dipahami secara komprehensif bagaimana
Malik membangun teorinya, dalam struktur sosial seperti apa teori tersebut lahir,

sehingga teori tersebut dapat dipahami secara utuh.

H. Pendekatan dan Metode Penelitian
1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Bila dilihat dari data
yang digunakan, termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research).
Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan usul figh.

Pendekatan usul figh, sesuai dengan defenisinya berusaha untuk
mendekati suatu permasalahan dengan mengungkapkan metode penalaran
yang digunakan dalam menjawab suatu permasalahan atau untuk mengetahui
dasar-dasar yang dijadikan acuan dalam menetapkan suatu pemahaman
(fikih).? Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa metode istinbat

(penggalian) hukum yang dilakukan Malik.

*1 “‘Abd al- Karim Zaidan, AJ-Wajiz fi Usul al-Figih. (Aman Yordania: Muassasah al-Risalah,
1990), 11.
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2. Sumber data

Dalam penelitian ini data utama adalah kitab yang ditulis oleh Imam
Malik yakni al-Muwatta’, serta kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Malikiyah
seperti al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah karangan Imam Shatibi.

Adapun beberapa karya lain seperti kitab-kitab usul fikih serta fikih
karya Wahbah al-Zuhaily, A Wahhab Khallaf, Abu Zahrah, dan lain-lain, atau
kitab-kitab serta kitab-kitab tafsir dan hadis, seperti tafsir al-T}abari, al-
Zamakhshari, al-Qurtubi, tafsir al-Manar, Sahih Bukhart Muslim, dan lain-
lain dijadikan sebagai sumber data sekunder. Begitu pula karya-karya lain
baik buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan secara tidak langsung
dengan pemikiran Taha di atas.

2. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk
memperoleh data yang diperlukan.22 Pengumpulan data dilakukan untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan
penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan
metode dokumentasi, yakni mengumpulkan data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen atau catatan-catatan tertulis,”> baik itu berupa catatan

transkrip, buku, artikel, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, data yang

2 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 174.
2 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 94.
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dikumpulkan berupa data yang berkaitan dengan pemikiran Imam Malik,
baik dari sumber primer maupun sekunder.
. Analisis data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk
yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.’* Sesuai dengan jenis dan data
yang digunakan, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik
content analysis. Teknik content analysis secara sederhana dapat diartikan
sebagai teknik menganalisis muatan dari sebuah “teks” untuk mengungkap
dan memahami makna yang terkandung dalam teks tersebut.”’> Dalam
penelitian ini, analisis terhadap muatan isi, dilakukan secara “analitis-kritis”,
serta deduktif - induktif.

Metode analitis-kritis memiliki dua karakteristik. Pertama; deskripsi,
pembahasan, dan kritik. Kedua; studi analitis, dengan melakukan salah satu
diantara tiga model studi, yakni studi hubungan (seperti pengaruh atau
implikasi, peranan), perbandingan, dan reinterpretasi.”® Deskripsi,
pembahasan, dan kritik, digunakan untuk memaparkan teori Imam Malik
tentang ‘amal ahl al-Madinah serta latar belakang lahirnya pemikiran

tersebut. Berdasarkan pembahasan tersebut, kemudian dilakukan studi

e Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), 104.

25Agus S. Ekomadyo, “Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analisis) dalam

PenelitianMediaArsitektur” http:/www.ar.itb.ac.id/ekomadyo/media/Analisis_Isi_Jurnal_Itenas_No.2

Vol.10_Agustus_2006.pdf

®Jujun S. Suriasumantri, “Penelitian Keagamaan dan Kefilsafatan: Mencari Paradigma Kebersamaan,
Tradisi Baru Penelitian Islam: Tinjauan Antardisplin Ilmu, ed. Mastuhu dan Deden Ridwan
(Bandung: Nuansa, 2001), 72-74.
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hubungan untuk menganalisis pengaruh kondisi sosial Madinah terhadap
pemikiran Imam Malik. Analisis deduktif digunakan ketika memaparkan
teori Imam Malik dan kemudian menariknya pada pemikirannya tentang
beberapa hukum Islam yang dilontarkannya. Sebaliknya, analisis induktif
digunakan dengan berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yang berupa pola pemikiran
Imam Malik.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama; semua data dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan
sifatnya masing-masing. Untuk data tentang latar belakang Imam Malik,
analisis dilakukan dengan merujuk pada kejadian dan iklim budaya yang
didalamnya penyusun itu hidup.?’ Karena itu, pada bagian ini akan dipaparkan
latar belakang keluarga, pendidikan, serta aktifitas sosial dan politiknya.
Kemudian dikaitkan dengan situasi dan kondisi sosial politik masyarakat
Madinah. Dari pembahasan tersebut diharapkan akan dapat dipahami
bagaimana dan mengapa Imam Malik memunculkan teorinya.

Kedua; semua data tentang pemikiran Imam Malik dikumpulkan dan
diklasifikasikan menjadi dua bagian. Bagian pertama; tentang ‘amal ahl al-

Madinah, mulai dari pandangan Imam Malik tentang dalil hukum hingga

2 Josef, Bleicher, Contemporary Hermeneuticx: Hermeneuticx as Methode, Philosoph and Critique London:
Routledge & Kegan Paul, 1980), 28.
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esensi dari ‘amal ahl al-Madinah . Bagian kedua; data tentang beberapa hasil
tjtihad Imam Malik. Dalam hal ini akan dimunculkan beberapa produk hukum
yang diangkat Imam Malik yang di-klaimnya mengacu ‘amal ahl al-Madinah.
Ketiga; Dilakukan analisis. Untuk menganalisis pemikiran Imam
Malik, digunakan pendekatan usul figh dan sosiologi dengan menggunakan
teori-teori tentang ijtihad, dalil hukum, serta teori ilmu pengetahuan. Dalam
hal ini akan dianalisis basis metodologis pemikiran tersebut. Selanjutnya
dilakukan analisis terhadap implementasai gagasan tersebut dalam ijtihad

Malik.

1. Sistematika Pembahasan
Guna menjaga keruntutan pola pembahasan, pola struktur penulisan
penelitian ini mengikuti runtutan alur: pendahuluan-data-analisis-penutup. Bab
pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan aspek-aspek metodologis dari
penelitian ini yang meliputi latar belakang munculnya masalah yang akan
dijawab, tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan arah penelitian yang
dilakukan, studi terdahulu sebagai pembanding dan pembeda dengan penelitian
sebelumnya, kerangka teori sebagai gambaran alur yang melandasi penulisan,
dan paparan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi
ini.

Bab kedua membahas tentang biografi Imam Malik dan dasar-dasar

ytihadnya. Bab ini akan mendeskripsikan biografi Imam Malik mulai latar
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belakang keluarga, pendidikan yang ditempuhnya, aktivitas ilmiah, jabatan
publik yang dipegang, maupun karya-karyanya. Pada bab ini juga akan
dipaparkan keadaan sosial negeri dan masyarakat Madinah. Pemaparan latar
belakang kehidupan Imam Malik ini penting dilakukan agar supaya dapat
memotret, dalam struktur sosial seperti apa pemikiran Imam Malik muncul dan
dalam situasi sosial dan politik seperti apa Imam Malik memunculkan dan
melahirkan pemikirannya. Bab ini sekaligus membahas tentang dasar-dasar
ijtihad Imam Malik. Pembahasan tentang dasar-dasar ijtihad Malik sekaligus
untuk memahami bagaimana pola ijtihad yang dilakukannya.

Bab ketiga membahas teori Imam Malik tentang 'amal ahl al-Madinah
serta produk hukumnya yang mengacu pada ‘amal ahl al-Madinah.

Bab keempat adalah kelanjutan dari pembahasan bab sebelumnya. Bab
ini membahas tentang bagaimana Imam Malik membangun teorinya. Dalam bab
ini menjadi jelas basis metodologisnya sekaligus menjadi jelas bagaimana
kedudukannya sebagai dalil hukum.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari

pembahasan, serta rekomendasi dari hasil penelitian penulis
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BAB I

IMAM MALIK DAN METODE IJTIHAD-NYA

A. Konteks Sosial Pemikiran Malik ™
1. Riwayat hidup dan karya-karyanya

Mayoritas ahli sejarah mengatakan bahwa Malik dilahirkan pada tahun 93
H. Ulama’ besar yang kelas kemudian hari dikenal dengan sebutan al-Imam al-
Haramain ini dilahirkan di Madinah, di desa Dhu al-Mirwah dam menghabiskan
hampir seluruh hidupnya di sana.'

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amir al-
Asbah al-Yamani. Anas bin Malik, ayah beliau termasuk generasi tabi’in. Adapun
ibu beliau adalah ‘Aliyah binti Shurayj al-Azadiyah. Dengan demikian, baik dari
jalur bapak, maupun dari jalur ibu, beliau adalah Arab Yaman.

Sebagai putera seorang tabi’in terkenal dan cucu dari seorang ulama besar,
sejak kecil, Malik sudah dididik dalam suasana ilmu pengetahuan agama yang
kuat. Guru Malik yang pertama adalah Imam ‘Abd Rahman bin Harmaz, seorang
ulama besar Madinah. Ia sangat lama berguru kepada Imam ini, bahkan terlama
dibanding kepada guru-guru yang lain.

Adapun di antara guru-gurunya yang lain adalah Shihab al-Din al-Zuhri
(124 H), Rabi’ah bin Abi ‘Abd al-Rahman Farukh al-Ta’y (136 H), Nafi’ Maula

‘Umar (117 H), Ibrahim bin Abi Ablah al-‘Uqayli (152 H), dan lain-lain. Menurut

' Kamil Muhammah ‘Uwaydah, Malik bin Anas Imam Dafr al-Hijrah, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘IImiyah, 1992), 5-6. beberapa pendapat lain mengatakan Malik lahir pada tahun 94 H, ada juga yang
mengatakan 95 H, serta 98 H. selengkapnya lihat pada kita tersebut pada halaman yang sama
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sebuah riwayat, jumlah guru beliau, kurang lebih 700 orang. 300 di antaranya
adalah tabi’in.

Namun demikian, di antara sekian guru Malik yang memiliki pengaruh
paling besar dalam gaya pemikirannya adalah dua orang ulama’ kondang yang
memiliki gaya pemikiran “berseberangan”, yaitu Shihab al-Din al-Zuhri yang
mengajarinya hadis serta Rabi’ah a/-Ra’y yang mengajarinya figh. Pengaruh
pemikiran Rabi’ah dalam figh Malik terlihat jelas, di antaranya adalah penggunaan
amal penduduk Madinah yang didahulukan dari khabar ahad sebagai salah satu
dasar hukum.

Sebelum berguru kepada al-Zuhri, Malik sepenuhnya mengikuti gaya
fighnya Rabi’ah yang dikenal sangat “rasio sentris”. Suatu hal yang tidak populer
di kalangan ulama’ Madinah saat_itu. Setelah berguru kepada al-Zubri, ia mulai
“tampil beda” dengan guru yang sangat dipujanya itu. Apalagi setelah banyak
mendapatkan ilmu dari beberapa ulama’ lain dengan corak yang bermacam-
macam. Malik mulai tampil dengan gayanya sendiri. Bahkan pada akhirnya, ia
“berani” hengkang dari majlisnya Rabi’ah yang selama ini sangat rajin
diikutinya.2

Hengkangnya Malik dari majelis Rabi’ah bukan berarti ia tidak setuju
dengan “figh al-ra’y". Malik sendiri menganut aliran kombinasi antara figh al-ra’y
dan figh al-athar. Ia melihat Rabi’ah banyak menyalahi apa yang telah digariskan

oleh para pendahulunya. Sementara dalam pandangannya, jika sudah ada fatwa

? Muhammad Abu Zahrah, Malik, Hiyatuh wa ‘Asrub, ‘Ara’ub wa Fighub, (t.t. Dar al-Fikr al-*Araby,
t.t), 80 dan seterusnya. Lihat juga Mustafa al-Shak’ah, a/-A immah al-Arba’ah (Kairo: Dar al-Kutub al-
Misr, 1991), 105
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sahabat tentang suatu hal, maka ra’yu tidak boleh dipakai. Pandangan ini yang
membedakannya dengan Rabi’ah.?

Pada masa al-Mansur (136 — 148 H), Malik memiliki wewenang sangat
besar, sekalipun jabatan gadi yang ditawarkan kepadanya ditolaknya. Ia dapat
mengangkat dan memberhentikan para pejabat yang dianggapnya tidak mampu. Ia
juga boleh menghukum mati atau memenjarakan siapa saja yang dipandangnya
bersalah. Karena wewenangnya ini, Malik menjadi sangat berwibawa. Para raja
sekalipun jika hadir di majlisnya duduk bersila di hadapan beliau bersama-sama
dengan pengunjung yang lain.

Pada masa al-Mahdi (158 — 169 H), Malik diangkat menjadi mufti besar.
Jika di masa kecilnya ia hidup dalam keluarga yang serba kekurangan, maka saat
itu ia hidup serba kecukupan. Ia sering mendapat hadiah dari raja.

Dukungan dari penguasa ini sangat berpengaruh pada penyebaran
mazhabnya.® Di khilafah Timur, madhhab ini berkembang atas dukungan Yahya
bin Yahya ketika diangkat menjadi qadi oleh para Khilafah Andalusia. Di Afrika,
al-Mu’iz Badis mewajibkan seluruh penduduk mengikuti mazhab Maliki.” Namun
demikian, pada awalnya madhhab Malik muncul dan berkembang di Madinah,

kemudian tersiar di sekitar negeri Hij az.®

? Malik adalah orang ketiga yang meninggalkan majlis Rabi’ah. Dua orang lainnya adalah ‘Abd al-Aziz
bin ‘Abdullah dan al-Layth bin Sa’d, seorang faqih Dari Mesir. Sebagaimana halnya Malik, kedua orang
tersebut juga sangat “tidak sepaham” dengan gaya Rabi’ah yang mereka nilai berani meninggalkan
fatwa sahabat dengan menggunakan ra’yu-nya. Keluhan al-Layth diungkapkannya melalui suratnya
yang sangat terkenal kepada Malik. Selengkapnya surat al-Layth lihat di al-Shak’ah, al-A’immah, 112-

* Muhammad Abu Zahrah, Malik, Hiyatuh wa ‘Asrub wa Fighuh, (t.t.: Dar al-Araby, t.t,) 86-92. lihat
juga al-Shak’ah, a/-A immah, 105
> Jalaluddin Rahmat, 7 injauan Kritis atas Sejarah Figh, dalam Konstekstualisasi Doktrin Islam Dalam
(.]S'cyarah, cd. Budhy Munawar rahman (Jakarta: Paramadina, 1995), 275-276

Ibid., 270
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Malik tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama’ hadis, tetapi juga
seorang ulama figh. Figh-figh produk Malik dikenal sebagai figh yang sangat
bernuansa maslahah. Karena itu, maslahah mursalah dinilai sebagai salah satu dalil
hukum yang berasal darinya.” Sekalipun Malik hampir tidak pernah meninggalkan
Madinah, namun ia banyak mengenal berbagai karakter manusia dari berbagai
budaya dan bangsa lewat kunjungan mereka ke “kota Nabi” itu, sehingga ia sangat
memahami apa yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Karena itu
pula, dasar-dasar fighnya bersifat luwes dan fleksibel, yang dapat diterapkan di
berbagai tempat dan masa.® Dasar-dasar figh Malik adalah al-Qur'an, al-sunnah,
ijma’ penduduk Madinah, fatwa al-sahabah, khabar ahad dan qiyas, istihsan, al-
masalih al-mursalah, dan sadd al-dhari’ah.’

Malik wafat dalam usia 87 tahun pada hari minggu tanggal 10 Rabi al-
Awal tahun 179 H (798 M), dengan meninggalkan 3 orang putra dan seorang isteri.
Di antara murid-murid Imam Malik adalah Imam al-Shafi’i, ‘Abdullah bin Wahb,
‘Abd al-Malik bin ‘Abd al-‘Aziz, ‘Abd al-Rahman bin Qasim, dan lain-lain.'®

Karya Malik adalah a/-Muwatta’ yang dinilai sebagai kitab pertama yang
terkenal dalam dunia Islam. Kitab yang berisi hadis-hadis yang dinilai sahif oleh
Malik tersebut mendapat antusiasme besar dari berbagai kalangan saat itu. Al-
Rashid bahkan pernah merencanakan untuk menggantung kitab itu di bayt Allah,
namun ditolak oleh Malik. Adapun karya-karya Malik yang lain, tidak tersebar di
masyarakat, sebagaimana halnya a/-Muwaftta’. Di antara karya-karya beliau adalah

Tafsir Gharib al-Qur'an, Kitab al-Surur, risalah tentang peradilan, risalahnya

" Uwaydah, Malik, 121-122
¥ Ibid., 54

’ Abu Zahrah, Malik, 14

' Towana, al-Ijtihad, 65-72
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terhadap Ibn Wahb yang berisi penolakannya terhadap paham Qadariyah,
risalahnya terhadap al-Laith, serta risalahnya terhadap Abi Ghassan tentang
fatwa.''

2. Situasi politik di sekitar Malik

Malik dilahirkan pada masa khalifah ke-enam dari dinasti Umayyah, yaitu
al-Walid bin ‘Abd al-Malik (86-96 H) dan wafat pada masa Harun al-Rasyid (170-
193 H), khalifah ke-enam dari dinasti Abbasiyah. Dengan demikian, ia hidup pada
masa dua daulah Islam besar yang memiliki wilayah kekuatan amat luas yang
membentang mulai dari Cina di sebelah timur, hingga Eropa di sebelah barat.

Sejak ibu kota negara berpindah ke Damaskus pada masa Umayyah
kemudian ke Baghdad pada masa Abbasiyah, Madinah relatif sepi dari berbagai
pergolakan politik. Penduduk  Madinah adalah tipologi penduduk yang, lebih
menyukai hidup dalam suasana tenang. Karena itu, Madinah di masa Umayyah
sampai pertengahan Abbasiyah adalah sebuah kota yang penuh dengan para
penyair, ulama’, dn tokoh-tokoh zuhud. Mereka lebih berkonsentrasi pada upaya
mendekatkan diri kepada Allah Swt, mempelajari al-Qur’an, hadith, serta
pengetahuan agama lainnya, ketimbang ikut berkecimpung dalam panasnya dunia
politik. Malik sendiri juga tidak berkecimpung dalam dunia politik, tapi juga
bukan seorang oposan. ]a bahkan salah satu dari sekian ulama’ yang dekat dengan
penguasa.'?

Pada masa Umayyah, muncul pemberontakan yang cukup mengguncang
pemerintah, di antaranya pemberontakan al-Mukhtar, Zubairiyah, Khawarij,

Syi’ah, dan lain-lain. ‘Abdullah bin Zubayr bahkan sempat menguasai hampir

" “Uwaydah, Malik, 138
12 Al-Tufi, Mukhtasar, 25-28
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seluruh wilayah Islam pasca wafatnya Mu’awiyah, kecuali Damaskus, dan
memproklamasikan diri sebagai khalifah, sebelum akhirnya dibunuh gubernur al-
Hajjaj."?

Adapun Khawarij berkali-kali melakukan pemberontakan bersenjata.
Sementara Syi’ah lebih banyak melakukan gerakan bawah tanah dan melakukan
koalisi dengan kelompok Abbasiyah. Setelah Abbasiyah muncul, mereka berusaha
merebutnya, di antaranya melalui pemberontakan bersenjata Muhammad bin
Abdullah di Hijaz, Ibrahim bin Abdullah di Irak, dan lain-lain.'

Perlakuan diskriminatif Umayyah yang menganaktirikan kaum Mawali
juga melahirkan beberapa pemberontakan, di antaranya yang dilakukan oleh kaum
Mawali Iran dengan menggalang kekuatan di Khurasan yang kemudian dijadikan
pusat propaganda Bani Abbasiyah. Sementara yang lain bergabung dengan
Khawarij, Murji’ah, dan Mu’tazilah, serta beberapa gerakan revolusi seperti al-
Mukhtar, dan lain-lain, dengan tujuan sama, yaitu menumbangkan Bani
Umayyah."

Setelah Dinasti Abbasiyah berkuasa, mereka melakukan tindakan keras
terhadap Bani Umayyah, dan memperlakukan para Mawali Persia dengan sangat
istimewa. Akibatnya, muncul kemarahan masyarakat keturunan Arab yang
bergolak di bawah pimpinan saudara al-Mansur sendiri, yaitu ‘Abdullah bin ‘Ali.
Sementara orang-orang Mawali Persia yang mendapat perlakuan istimewa
menggunakan kesempatan tersebut untuk membangkitkan kembali turunan ‘Alawi

yang ditindas oleh para khalifah. Gerakan mereka dipimpin oleh Abu Muslim al-

3 “Uwaydah Malik, 29-44
14 Hassan Ibrahim Hassan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Kota kembang, 1989), 72-74
® A. Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 159
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Khurasani, tokoh yang berandil besar dalam menaikkan Abbasiyah ke panggung
politik. Adapun gerakan Khawarij pada masa Abbasiyah tidak seberapa besar lagi,
tapi masih tetap berbahaya.'® Gerakan lain dari kelompok Alawiyah antara lain
dimotori al-Nafs al-Zakiyah, Ibrahim, ‘Abdullah Muhammad al-Dibaj, dan lain-
lain."”

Setelah runtuhnya Umayyah, pengaruh Abbasiyah melemah di Spanyol.
Bahkan pada akhirnya, ‘Abd al-Rahman — anggota keluarga Bani Umayyah
berhasil mendirikan dinasti Umayyah dan menggulingkan gubernur Abbasiyah di
sana. Konflik antar suku juga masih tetap merajalela sebagaimana halnya pada
masa Umayyah sebagai warisan dari masa Jahiliyah.'®

Sejak masa Harun al-Rashid, beberapa wilayah mulai memisahkan diri dari
Baghdag, di antaranya adalah negeri-negeri di Afrika Utara yang didirikan oleh
Idris bin Abdullah, Dinasti Aghlabi di Tunis, Dinasti Bani Tulun di Mesir, dan
lain-lain.'® Peperangan dengan Byzantium juga kembali bergolak dan mulai pada
era al-Mansyur, sebelum akhirmmya berdamai pada tahun 155 H/775 M.

Sistem turun temurun dalam peralihan kekuasaan, juga menimbulkan
masalah tersendiri. Upaya saling jegal di lingkungan keluarga sering terjadi,
sebagaimana halnya pada bani Umayyah.?® Sementara itu beberapa pemberontakan
yang muncul seperti, al-Muqanna’, al-Khuramiyah, Sunbaz, Rawadiyah, dan lain-

1

lain,! merupakan balas dendam atas dibunuhnya Abu Muslim al-Khurasani.

" Ibid, 96-97

'" A. Hasjmy, Sejarah, 106-108

'8 A. Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam Vol 2, (Jakarta: PT Al-Husna Zikra, 1995), 159-166
1 Hassan, Sejarah, 106-108

2 Syalabi, Sejarah, 209

' bid., 111-114
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Gerakan lain dengan berkedok agama yang muncul pada masa ini di antaranya

adalah gerakan al-Zanadigah.”

3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam pada masa Malik

Pada masa Umayyah, umat Islam telah mulai mencapai kemajuan dalam
berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu
kedokteran, filsafat, dan ilmu-ilmu eksak lainnya yang disalin dari bahasa Persia
dan Rumawi mulai tumbuh dan berkembang. Dalam bidnag ilmu pengetahuan
agama, berbagai disiplin ilmu mulai disusun, di antaranya adalah al-Qira’at al-
Sab’at serta ilmu Nahwu. Beberapa ahli tafsir terkenal pada masa ini adalah Ibnu
Abbas, Mujahid, Muhammad al-Bakir, dan lain-lain. Masa ini juga dicatat sebagai
masa yang gemilang dalam dunia hadith sebab sejak masa inilah hadith mulai
dibukukan oleh atas perintah khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-Aziz. Beberapa ulama’
hadith yang terkenal adalah Ibnu Sihab al-Zuhri, al-Auza’i, Hasan Basri, al-Sha’bi
dan lain-lain.

Ilmu-ilmu lain yang muncul dan berkembang adalah ilmu sejarah, ilmu
bintang dan ilmu bumi. Ilmu sejarah bahkan sudah sangat maju sebab sudah
banyak diterjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani dan Latin.”?

Pada masa ini juga mulai muncul berbagai budaya baru, di antaranya
lembaga hijabah (pasukan pengawal presiden), dinas pos, serta berbagai
penyempurnaan dalam organisasi militer, kehakiman, dan lain-lain. Dalam bidang

militer, bahkan dianggap sebagai kemajuan yang paling menonjol.**

22 1bid., 77-78. lihat juga Hajsmy, 223-235
2 Ibid., 169-189
K. Ali, Sejaral Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 221
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Adapun tasyri’, pada masa ini tidak mengalami perkembangan yang berarti.
Para khalifah tidak memiliki perhatian terhadap tasyri' kecuali Umar bin Abdul
Aziz. Karena itu daulah Amawiyah tidak meninggalkan pusaka tertulis dalam
bidang hukum Islam, karena figh baru muncul sebagai suatu disiplin ilmu yang
berdiri sendiri pada masa Abbasiyah.

Sementara itu beberapa cabang seni budaya mengalami kemajuan pesat,
terutama seni bahasa, seni suara, seni rupa, dan arsitektur. Beberapa kota dibangun
kembali di antaranya adalah Damaskus yang kemudian menjadi ibu kota negara,
Kairawan, di Afrika Utara, Kordoba, dan lain-lain. Di antara kota-kota itu berdiri
dengan megahnya mesjid-mesjid, istana, dan gedung-gedung lain yang
mempunyai nilai seni luar biasa tingginya.”®

Pada masa Abbasiyah, harus diakui sebagai puncak kejayaan dunia Islam.
Baghdad menjadi pusat ekonomi, budaya dan pengetahuan dunia. Berbagai
kemajuan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pengetahuan mencapai puncaknya
pada masa ini. Ekonomi tidak hanya berkisar seputar perdagangan, tetapi juga
pertanian dan industri. Kota lain yang menjadi sentra ekonomi dunia saat itu
adalah Basyra dan Alexandria.

Pada era awal Abbasiyah, telah lahir karya-karya kebudayaan yang sangat
berpengaruh dalam mendorong lahimya ilmu dan peradaban muslim yang sejati.
Harun al-Rasyid memajukan langkah pendahulunya dalam bidang kegiatan
pendidikan dan pengetahuan. Ia menunjuk para penerjemah dari berbagai bangsa

dan agama, untuk menyelesaikan sejumlah proyek penerjemahan untuk

* Hassan, Sejarah, 191-206
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mengamankan dan mengembangkan ilmu dan kebudayaan asing yang telah
berumur kuno.

Konstribusi umat Islam sangat besar sekali dalam bidang kedokteran,
filsafat, kimia, matematika, geografi, hukum, teologi, dan filologi. Ilmuan-ilmuan
Islam mengadakan penelitian dan pemikiran yang orisinil dalam cabang-cabang
pengetahuan tersebut. Mereka juga menerjemahkan berbagai karya asing ke dalam
bahasa Arab. Karya-karya mereka, termasuk hasil terjemah mengalir ke Eropa
melalui pintu gerbang Syiria, Spanyol dan Sisilia. Pemikiran Aristoteles, Galen
dan Ptolimus pasti akan lenyap dari permukaan bumi, seandainya para ilmuan
muslim tidak menyelamatkannya melalui gerakan penerjemahan.

Pada masa inilah, yaitu sejak masa Harun al-Rashid dibangun sejumlah
rumah = sakit yang  disebut bimaristan., Sementara  figh mencapai puncak
keemasannya dengan ditandai lahirnya madhzab empat.26

Dunia seni juga mengalami kemajuan yang luar biasa, baik dalam bidang
seni rupa, seni suara, bahasa maupun arsitektur. Berbagai karya dalam dunia
tersebut muncul. Seni lukis yang di masa Umayyah masih sederhana pada masa ini
mengalami perkembangan pesat. Sementara dalam dunia arsitektur ditandai
dengan dibangunnya berbagai kota megah seperti Baghdad, Samarra dan lain-lain

yang penuh dengan istana, mesjid, dan bangunan-bangunan bernilai seni tinggi.”’

2 Ali, Sejarah, 293-297
z Hassan, Sejarah, 325-333
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B. Metode Ijtihad Malik

1. Pengertian ijtihad dan ruang lingkupnya

Metode berasal dari bahasa Yunani methodos yang berarti cara atau jalan yang
ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode adalah cara kerja untuk
dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dengan
demikian, fungsi metode adalah sebagai alat untuk mencapat tujuan.”® Dalam
bahasa Arab disebut dengan manhaj, yang disamping berarti metode, juga berarti
prosedur, pendekatan.29

Adapun ijtihad berasal dari kata a/-juhdu yang berarti bersungguh-sungguh dan

usaha keras (#Usly aa2l)), Istilah ini identik dengan perbuatan yang membutuhkan

kemampuan di atas rata-rata serta sesuatu yang sulit untuk dilakukan.*® Dengan
demikian,” secara ‘bahasa. ijtihad’ berart ““mengerahikan“segala’ kemarmpuan' untk

menghasilkan sesuatu yang sulit (3L i jra=d s 'Cl,é.zwl)”. Oleh sebab itu,

mengerjakan sesuatu yang mudah seperti membawa merica, tidak bisa disebut

jjtihad. Adapun menurut istilah, ijtthad adalah usaha sungguh-sungguh seorang

mujtahid untuk menghasilkan kesimpulan hukum shar 7 ( 2So 4,4 anuy 4idl fli

gﬁ)-”

28 hitp://id.wikipedia.org/wiki/Metode. Diakses tanggal 20 Desember 2014,

* Ahmad Warson Munawwar, Kamus al-Munawwar, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika PP Krapyak,
t.th.), 1567.

3 Muhammad Musa Tuwana, al-Jjitihad wa Mada Hajatina ilaih fi hadha al-‘asr, (T.t.: Dar al-Kutub al-
Hadisah, t.th.), 97.

3" Abu Hamid Muhammad b. Muhammad b. Muhammad al-Ghazali, a/-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul, vol.
2, (Beirut: Dar Thya’ al-Turath al-* Arabi, 1993), 350. *Ala’ al-Din Abi al-Hasan al-Mardawi al-Hanbali,
al-Tahbir Sharfi al-Tahrir fi Usul al-Figh, vol.8, (Riyadl: Maktabah al-Rushd, 2000), 3863.
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Berdasarkan pengertian di atas, maka metode ijtihad adalah cara, prosedur atau
pendekatan seorang ulama dalam melakukan ijtihad. Dalam beberapa kitab usul
figh misalnya, disebutkan a/-manhaj al-ijtihadi Ii al-madhhab al-Hanafi yang
berarti metode ijithad madhhab Hanafi, al-manhaj al-ijtihadi Ii al-madhhab al-
Maliki yang berarti metode ijithad madhhab Maliki, a/-manhaj al-ijtihadi Ii al-
madhhab al-Shafi’i. yang berarti metode ijithad madhhab Shafi’i, al-manhaj al-
ijtihadi Ii al-madhhab al-Hanbali, yang berarti metode ijtihad madhhab Hanbali,
dan lain-lain.*

Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam, disamping nass al-
Qur’an dan hadis.””> Imam Shafii menyatakan bahwasanya ijtihad adalah kiyas.
Pendapat ini ditolak oleh sebagian besar ulama usul. Mereka mencoba menafsirkan
pernyataan Shafi’i, bahwasanya yang dimaksudkan oleh Shafi’i adalah “kivas dan
jtihad dapat menghantarkan kita untuk sampai pada suatu kesimpulan hukum
dalam persoalan yang tidak ditetapkan oleh nass*. Dalam pandangan jumhur,
ijtihad lebih luas daripada kiyas dan kiyas hanya salah satu metode dalam ijtihad.
Ijtihad bukan sekedar terbatas pada analogi semata, tapi juga meliputi berbagai
metode yang dapat dilakukan oleh seorang mujtahid dalam berijtihad.34

Berdasarkan definisi di atas, maka unsur-unsur ijtihad ada empat, yakni
peristiwa, mujtahid, hukum shar’i yang berkekuatan zanni (hasil kesimpulan
ijtihad), serta dalil shar’i.>

Ulama menetapkan syarat-syarat melakukan ijtihad sebagai berikut:

32 Muhammad Salam Madhkur, a/-Jjtihad f7 al-Tashri’ al-Islam7, (T.t.: Dar al-Nahdah al-*Arabiyyah,
1984), 73-5. Lihat juga Musa Tuwana, a/-Ijtihad wa Mada Hajatina ilaih 17 hadha al- ‘asr, 59-81.

33 Salam Madkar, a/-Jjtihad £ al-Tashri® al-Islami, 28.

3 < Amir b.’Isa al-Luhw, Dawr al-Ijtihad fi Taghayyur al-Fatwa, vol.1, (T.t.: t.p., t.th.), 4.

¥ Musa Tuwana, al-Jjtihad, 121.
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. Mengetahui dalil-dalil shar’i yang dibutuhkan untuk ber-ijtihad seperti ayat-ayat
dan hadis ahkam

. Mengetahui kualitas hadis, baik yang sahih, hasan, maupun da’if.

. Mengetahui nasikh-mansukh serta adanya ijma’

. Menguasai bahasa Arab serta usul figh yang berakitan dengan bentuk-bentuk
dan dalalah lafaz seperti mutlag-muqayyad, mujmal-mubayyan, ‘am-khas, dan
lain-lain.*

Adapun ruang lingkup ijtihad adalah:

. Peristiwa yang ditetapkan berdasarkan dalil zanni, baik zanni dari segi dalalah-
nya (interpretasi), maupun dari segi wurud-nya (riwayatnya). Dengan demikian,

maka tidak termasuk dalam wilayah ijtihad, pertama, persoalan yang diketahui

secara, pasti sebagai bagian dari ajaran agama (3ysall cplll e aghee)  seperti

kewajiban salat, puasa, zakat, haji, keharaman zina, mencuri, dan lain-lain.
Kedua, peristiwa yang telah ditetapkan berdasarkan ijma’, karena ijma’
merupakan dalil gat 7. Ketiga, peristiwa yang ditetapkan berdasarkan nass qat 7,
seperti macam-macam ‘uqubah (hukuman).
. Peristiwa yang tidak dibicarakan secara formal oleh nass. Dalam hal ini seorang
mujtahid dalam melakukan ijtihad dengan mengacu pada sumber-sumber akal
seperti Kiyas, istihsan, maslahah mursalah, ‘urf, istishab, dan lain-lain.*’
Ditinjau dari segi tingkatannya, Abu Zahrah membagi tingkatan mujtahid

menjadi empat:**

% Abu al-Mundhir Mahmud b. Muhammad, Shari Mukhtasar al-Usul min ‘Ilm al-Usul, (Mesir:
Maktaba al-Shamilah, 2011), 122.

37 Wahbah al-ZuhRaily, Usil al-Figh al-Islami, vol. 2, 1081,

8 Muhammad Abu Zahrah, Usa/ al-Figh, (T.t.: Dar al-Fikr al-* Arabi, t.th.), 389.
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1. Mujtahid mutlak mustagqill, yaitu mujtahid yang berijtihad dengan menggunakan
kaidah ijtihad yang dirumuskannya sendiri, seperti Sa’id b Musayyab, Ibrahim
al-Nakha™, Imam madhhab empat yakni Hanafi, Malik, Shafii, dan Hanbali,
Ja’far al-Sadiq, Muhammad al-Baqir, Abu Thaur, al-Laith b. Sa’d, al-Awza’i,
Imam Sufyan al-Thauri, dan lain-lain. Abu Zahrah menyebut juga dengan istilah

‘mujtahid dalam hukum shara’ (g2 & Oytei)” >

2. Mujtahid mutlak muntasib, yaitu mujtahid yang menggali hukum langsung dari
al-Qur’an dan sunnah berdasarkan kaidah yang ditetapkan oleh mujtahid mutlak
mustaqill, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar dari kalangan Hanafiyah;
Ibn al-Qasim dan Ashhab dari kalangan Malikiyah; al-Buwaifi, al-Za’farani, dan
al-Muzanni dari kalangan Shafi’iyah.*

3. Mujtahid madhhab, yaitu mujtahid yang mengikuti pendapat imamnya, baik
dalam kaidahnya (usul) maupun produk hukumnya (furi’), hanya saja ia
berijtihad dalam persoalan yang tidak ada pendapat imamnya. Dalam
pandangan Malikiyah, mujtahid kelompok ketiga ini akan selalu ada dalam
setiap masa.

4. Mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang ‘hanya’ melakukan seleksi (tarjih)
terhadap pendapat-pendapat mujtahid di atasnya berdasarkan kaidah-kaidah
tarjih yang telah dirumuskan mujtahid di atasnya. Dengan demikian mujtahid
tingkatan int tidak melakukan penggalian hukum atas persoalan yang tidak

ditetapkan ulama sebelumnya.

* Ibid. Lihat juga Musa Tuwana, a/-/jtihad, 357.
*° Wahbah al-Zuhaily, Usul al-Figh al-Islami, vol. 2, 1108.
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2. Metode ijtihad Malik
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Malik merupakan salah seorang
mujtahid mutlak mustaqill Dengan demikian, ia tidak hanya menggali hukum
secara langsung dari al-Qur’an dan sunnah, namun juga menetapkan sendiri metode
ijtihadnya.
Abu Zahrah, merangkum metode yang ditempuh Malik dalam ber- ijtihad
menjadi enam, yakni:
Menempatkan al-Qur’an sebagai sumber utama. Sebagaimana ulama lain, Malik
menempatkan al-Qur’an dalam posisi teratas sebagai sumber hukum ijtihad-nya.
Dalam hal ini, ia mengambil nass yang sarih yang tidak menerima takwil. Adapun
terhadap nass yang menerima takwil, ia memahami makna zahirnya sepanjang
tidak ada dalil yang mengharuskannya melakukan takwil. Malik juga mengambil
makna tersirat (mafhum) nass, baik muwafagah maupun mukhalafah. Di sampping
itu, Malik juga memahami nass  dengan memperhatikan ‘i/lar (alasan)
diundangkannya sebuah hukum. Keteguhan Malik menempatkan al-Qur’an dalam
kedudukan terkuat dalam dasar-dasar ijtihadnya terlihat saat ia menolak sebuah
hadis dengan alasan hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur’an dalam kasus
najisnya bekas jilatan anj ing41 sebagaimana yang disampaikan dalam hadis:
NUEHEE R I HT I U CY T PR TN [ P A R R T PO L
Tl b ¢ ol e

“Jika seekor anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka
bersihkanlah tujuh kali, salah satunya dicampur tanah”.

41 s
Ibid., 397-8.

2 Abu Muhammad A Hagq al-Ishbili, al-Ahkan: al-Shar’iyah al-Kubra, vol.1, (Riyad: Maktabah al-

Rushd, 2001), 397.
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Dalam pandangan Malik, hadis tersebut bertentangan dengan Q.S. al-Maidah

[5]:5:

isalaS S 2 amdt e iide Gy Sghal 480 gl 5 A @ gl 1B g
by Al Oy Al 15815 acle ally pt 1938505 WG pKail s 140 Al (&G

EP
“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?".
Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap)
oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu;
kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka
makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas

binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya”.

Dalam komentarnya, Malik mengatakan:’bagaimana mungkin buruannya
diperbolehkan, namun dianggap najis ?”. la juga menolak hadis yang
menyebutkan bahwa seorang anak dapat menghajikan orang tuanya tanpa

wakil®®, karena hadis itu dinilainya bertentangan dengan Q.S. al-Najm [ 53]:

39-41:

Fd

S0 £ 81330 35 (£ 0 s Ogen ki By (14 i 1 9} okl - O

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah
diusahakannya, 40. Dan bahwasanya usaha 1itu kelak akan diperlihat
(kepadanya). 41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang
paling sempurna”.

2. Berpegang pada sunnah. Yang dimaksud sunnah adalah sunnah mutawatir,
masyhur, serta ahad. Dalam pandangan Abu Zahrah, hadis masyhur adalah

hadis yang diriwayatkan oleh satu atau lebih yang tidak mencapai jumlah

mutawatir di tingkat sahabat atau tabi’in, namun di tingkat berikutnya mencapai

> Abu Zahrah, 7arikh, 398.
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jumlah mutawatir. Dengan demikian, hadis ini masyhur di kalangan tabi’in atau
tabi’ tabi’in, sehingga kekuatannya sebagai dalil hukum hampir menyerupai
mutawatir. Sementara itu, hadis ahad tidak populer di kalangan tabi’in atau
tabi’ tabi’in. Hadis inilah yang berada di bawah ‘amal ahl-al-Madinah sebagai
dalil hukum.**

3. ‘Amal ahl al-Madinah. Malik menempatkan ‘amal ahl-al-Madinah dalam

posisi yang sangat kuat sebagai dalil hukum ijtithadnya sehingga
‘memenangkannya’ dari khabar ahad, baik ‘amal ahl-al-Madinah tersebut
bersumber dari riwayat maupun dari ra’yu (ijtihad). Penggunaan ‘amal ahl-al-
Madinah sebagai dalil hukum memang sangat populer di era sebelum Malik.
Sebuah riwayat menyebutkan ketika Qadi Muhammad b Abi Bakr memutuskan

suatul‘perkara;c ditanyakan bkepadalibelian,’ bukankahb persoalan’ dirdl'sudah
ditetapkan oleh hadis ini?”, ia menjawab “ia”. Lalu, “mengapa anda tidak
memutuskan perkara ini berdasarkan hadis tersebut ?”’. Qadi tersebut menjawab,
“ dimana amal masyarakat Madinah tentang itu ?”. Artinya, ia menilai ‘amal
ahl-al-Madinah lebih kuat dari hadis tersebut atas asumsi bahwa ‘amal ahl-al-
Madinah tersebut dinukil dari Nabi.*

4. Fatwa sahabat. Dalam pandangan Malik, fatwa sahabat dalam persoalan yang
tidak dapat diketahui kecuali berdasarkan riwayat, dapat dipastikan berdasarkan
yang mereka pahami dari Rasul. Oleh sebab itu, fatwa sahabat dalam hal ini

merupakan dalil hukum yang harus dipegangi. Berdasarkan hal tersebut, Malik

mengamalkan manasik haji berdasarkan fatwa sahabat dan meninggalkan

* Ibid., 398-399
* Ibid., 399-400.
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riwayat dari Nabi atas dasar asumsi bahwa hal itu diperoleh sahabat dari Nabi.
Sikap ini mendapat kritik tajam dari Shafi’i. Menurut Shafi’i, Malik telah
mengaburkan posisi dalil hukum, karena yang asal dijadikan cabang, sebaliknya
yang cabang dijadikan asal, sebab hadis adalah asal, sementara fatwa sahabat
adalah cabang. Bagaimana mungkin cabang didahulukan atas asal?

All al-Sayis memiliki analisis berbeda. Sebagaimana dikutip Musa Tuwana,
menurut al-Sayis, fatwa tersebut dipegangi sepanjang tidak menyalahi hadis
marfu’ yang tepat sebagai hujjah.*” Abu Zahrah juga punya penjelasan.
Menurutnya, sikap itu bukan berarti mendahulukan cabang atas asal, melainkan
pertentangan antara dua asal, sebab fatwa sahabat yang dijadikannya hujjah itu
adalah terbatas persoalan yang diyakininya diperoleh dari Nabi, sehingga ia

memilih yang memiliki sanad lebih kuat. Malik juga mendahulukan fatwa

sahabat atas kiyas dan mengamalkan fatwa tabi’in senior (=Wl ,LS") namun ia

tidak menganggapnya mencapai tingkatan gaw!/ sahabat, apalagi dinisbatkan
kepada Nabi, kecuali jika sejalan dengan ‘amal ahl-al-Madinah *

5. Kiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Malik menjadikan kiyas sebagai dalil

hukum dalam arti luas, meliputi kiyas istislahi, istihsan, serta maslahah
mursalah. Sebagaimana diketahui, istihsan adalah dalil hukum yang digagas
Imam Hanafi dan melahirkan kontroversi di kalangan ulama. Istihsan adalah
menguatkan maslahah juz 7 atas kiyas. Dengan demikian, jika ketentuan kiyas

menghendaki suatu hukum, sementara maslahah juz'7T menghendaki hukum

46 1.:
Ibid., 400.

M Musa Tuwana, a/-ljtihad wa Mada Hajatina ilaih § hadha al-‘asr, 70.

8 Abi Zahrah, Tarikh, 400-1.
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berbeda, maka maslahah yang dimenangkan. Itulah istihsan. Namun istihsan
versi Malik lebih luas dari itu, meliputi seluruh maslahah yang tidak disebutkan
secara spesifik oleh nass, sekalipun dalam kasus itu terdapat kiyas atau tidak.
Dengan demikian, istihsan versi Malik meliputi istihsan itu sendiri (istihsan
istilaht) serta maslahah mursalah. Maslahah mursalah adaiah maslahah yang
tidak ada konfirmasi dari nass secara formal, baik yang mengakui maupun yang
menolaknya. Maslahah ini mengacu pada magqasid al-shari’ah yang dapat
diketahui dari al-Qur’an, sunnah, dan ijma’.49 Ibn ‘Arabi, seorang ulama
Malikiyah mengatakan: “Istihsan menurut kami dan Hanafiyah adalah beramal
berdasarkan yang terkuat di antara dua dalil”. Pernyataan ini diperkuat oleh al-
Baji yang mengatakan, “Istihsan  yang menjadi dasar ijtihad Malik adalah
berpindah pada yang terkuat di antara dua dalil”.>®

Sebagaimana dikatakan al-Shatibi, seorang ulama Malikiyah, bahwa Malik
berpegang pada maslahah juz'’i ketika berhadapan dengan dalil kulli serta
mendahulukan istidlal mursal (maslahah mursalah) atas kiyas.’' Ibn ‘Arabi,
ulama lain dari kalangan Malikiyah juga mengatakan bahwa Malik
meninggaikan dalil karena ‘urf, maslahah, serta ijma’, serta prinsip kemudahan
dalam rangka menghilangkan masyaqqah.’’

Terkait dengan penggunaan istihsan  dalam dasar-dasar ijtihadnya, Malik

mengatakan: “istihsan adalah sembilah persepuluh ilmu ( Lisi drwd Olaszny)

=), Tbn Wahb berkata: berpegang secara ketat pada kiyas, nyaris menyalahi

* Ibid., 401.

% Misa Tuwana, al-Ijtihad wa Mada Hajatina ilaih fi hadha al-‘asr, 72-3.

St Abu Ishaq al-Shatibi, AI-Muwdfaqgat FT Usul al-Shariah, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-*limiyah,
t.th.), 205-8.

52 Musa Tuwana, al-Jjtihad wa Mada Hajatina ilaih 7 hadha al-‘asr, 71.
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sunnah (idi 3)ly S LaL 3,240)”. Dengan demikian, Malik berpegang pada

maslahah dalam persoalan yang tidak ada ketentuan spesifik nass, karena agama
datang untuk tujuan kemaslahatan. Oleh sebab itu, setiap nass pasti
mengandung maslahah, dan jika tidak terdapat nass, maka maslahah yang
hakiki itu shari’ah Allah.>

6. Sadd al-dhari’ah. Prinsip Malik dalam hal ini adalah bahwa segala sesuatu yang

membawa pada hukum haram, maka ia juga haram, dan segala sesuatu yang

membawa kepada hukum halal, maka ia juga halal ( JSy pl > oot JI i b JS

Dl Ydt ) ad b).54 Dalam usul figh Malik, perantara yang dapat

membawa kepada mafsadah itu ada empat:

a. Secara pasti akan mendatangkan mafsadah, seperti menggali lubang di jalan
umum.

b. Kemungkinan besar mendatangkan mafsadah, seperti menjual anggur pada
perusahaan minuman keras.

¢. Kemungkinan kecil/jarang, mendatangkan mafsadah, seperti menggali sumur
di tempat khusus/bukan tempat ataupun jalanan umum.

d. Banyak mendatangkan mafsadah, tapi tidak mayoritas, seperti jual beli
kredit.

Jenis dhari’ah pertama dan kedua, hukumnya haram. Adapun jenis ketiga tidak

haram, karena hukum tidak boleh didasarkan pada sesuatu yang ‘jarang’.

 Abu Zahrah, Tarikh, 401.
% Musa Tuwana, al-ljtihad wa Mada Hajatina ilaih 7 hadha al-‘ast, 73.
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Adapun jenis keempat, Malikiyah memperbolehkan jenis transaksi ini
sepanjang tidak diniati riba.’’

Berbeda dengan Abu Zahrah, Musa Tuwana menambahkan beberapa dalil

hukum lain yang menjadi dasar ijjtihad Malik, dengan susunan al-Qur’an, al-

sunnah, ijma’ ahl al-Madinah, fatwa sahabat, kh.bar ahad dan kiyas,maslahah

mursalah, sadd al-dhari’ah, menjaga perbedaan di kalangan mujtahid ( oipe

opdgnadl 3NS5, istishab, dan shar’ man gablana. Berikut penjelasan selebihnya:

1. Khabar ahad dan kiyas. Malik punya dua pendapat terkait dengan hubungan

khabar ahad dan kiyas. Pendapat pertama, khabar ahad didahulukan atas kiyas,
sementara dalam pendapat kedua, kiyas didahulukan atas khabar ahad. Sebuah
ifiwayat -~ juga ‘meniyatakan “bahwa“ fmam'~Malik' imendahulukan” kiyas “dan
maslahah atas khabar ahad. Malik jua menolak khabar ahad jika menyalahi
kaidah umum, sekalipun kaidah tersebut merupakan hasil ijtihad, kecuali jika
khabar ahad itu diperkuat oleh dalil yang bersifat gat’i. Dalam komentarnya,
Musa Tuwana mengatakan mungkin sikap Malik ini atas dasar pemikiran bahwa
tidak masyhurnya hadis tersebut di Madinah sebagai indikator bahwa hadis
dimaksud tidak bersumber dari Nabi. Oleh sebab itu, ia menggunakan dalil
hukum yang secara pasti diakui oleh shara’, yakni kiyas dan maslahah.
Kemungkinan lain, ia mendahulukan kiyas atau maslahah atas khabar ahad

hanya dalam kasus-kasus tertentu, bukan dalam seluruh kasus hukum.>®

5> Abu Zahrah, Tarikh, 402.
%6 Musa Tuwana, al-ljtihad wa Mada Hajatina ilaih f7 hadha al-‘ast, 70.
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Dasar hukum ini sebenarnya juga dimasukkan oleh Abu Zahrah dalam dasar
ijjtihad Malik. Hanya saja ia menempatkannya bersama maslahah mursalah dan

istihsan, sebagaimana dalam penjelasan di atas.

2. Menjaga perbedaan di kalangan mujtahid (oelgensdl BMs Olely), yaitu

mengambil dua dalil sekaligus dengan mengambilnya dalam segi-segi tertentu.

3. Istishab (<\owaxwyt), yaitu menetapkan hukum yang telah ada tetap berlangsung

hingga ada dalil/indikator yang merubahnya.

4. Shar’u man qablana (W3 . ¢ %), yaitu syariat yang berlaku terhadap umat para

Nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Malik berpendapat bahwa shari’at

umat sebelum kita merupakan shari’at bagi kita sepanjang tidak di-nasakh ( ¢ 2

W g s Wb o).

bid., 72-73.
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BAB III

‘AMAL AHL AL-MADINAH DAN PRODUK HUKUM MALIK

A. Pengertian ‘Amal Ahl al-Madinah dan perbedaannya dengan ijma’

Secara teori, Imam Malik tidak pernah mendefinisikan apa yang dimaksud
dengan‘amal ahl al-Madinah. Namun dari beberapa pernyataannya, dapat disimpulkan

bahwasanya ‘amal ahl al-Madinah (i2:l jof J.s) adalah praktek hukum yang dilakukan oleh

para penduduk Madinah dan disepakati oleh mereka. Oleh sebab itu, ia juga disebut ijma’ ahl

al-Madinah () Jof sl=)). Imam Malik menetapkan ‘amal ahl al-Madinah sebagai hujjah.

Ada sekitar 48 figh Malik dalam kitabnya al-Muwatta’ yang ditetapkan berdasarkan ‘amal
ahl al-Madinah.’

Namun demikian—sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhaily—menurut Ibnu Hajib,
‘amal ahl al-Madinah yang ditetapkan sebagai hujjah oleh Malik sebatas ‘amal ahl al-
Madinah yang disepakati dan dipraktekkan oleh para sahabat dan tabi’in.? Kesimpulan ini
berbeda dengan kesimpulan ‘lyad b. Nami. Dalam kesimpulannya, ‘amal ahl al-Madinah
yang ditetapkan sebagai hujjah oleh Malik adalah ‘amal ahl al-Madinah yang disepakati dan
dipraktekkan oleh para sahabat, tabi’in, dan tabi’ al-tabi’in.

Secara substantif, apa yang disebut oleh Malik sebagai ‘amal ahl al-Madinah atau
ijma’ ahl al-Madinah berbeda dengan ijma’. Sebagaimana telah disebutkan di atas, amal ahl

al-Madinah hanyalah sebatas kesepakatan masyarakat Madinah. Dengan demikian, ia berbeda

! Badr al-Din al-Zarkashi, al-Bahr al-Muhit f7 Usdl al-Figh, vol.3 , (Beirut: Dar al-Kutub al-*Ilmiyah, 2000), 534.
Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Figh al-Islami, vol. 2, (Damaskus: Dar al-Fikr al-* Araby, 2001), 505.

2 Wahbah al-Zuhaily, Usi/ al-Figh, vol. 2, 505.

3 ‘Iyad b Nami al-Silmy, Usul al-Figh al-Ladhi la Yasa’ al-Faqih Jahluh, vol. 1, (t.t.: t.p., t.th.), 99.
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secara signifikan dengan ijma’. Dalam beberapa kitab, disebutkan definisi ijma’ sebagai

berikut:

6

£, s B e s 2
f_fﬂg«@&;}«aﬁ\yﬁqAgb)-lﬂ—rb)%bﬂ‘y~;k&, Sgzt 3

“Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad saw, setelah wafatnya, pada suatu masa
terhadap hukum shar’i”.

Dari definisi tentang ijma’ tersebut, dapat dipahami bahwasanya ijma’ harus terdiri
dari empat unsur. Pertama, ada sejumlah mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa.
Kedua, ada kesepakatan dari seluruh mujtahid atas hukum peristiwa dimaksud. Ketiga,
kesepakatan tersebut terjadi pasca wafatnya Rasul. Keempat, kesepakatan tersebut muncul
dari seluruh mujtahid.

Dari penjelasan di atas, setidaknya ada dua perbedaan antara ijma’ dengan amal ahl al-
Madinah. Pertama, ijma’ didasarkan pada kesepakatan seluruh mujtahid, sementara amal ahl
al-Madinah merupakan kesepakatan dari wilayah Madinah saja. Kedua, ijma’ merupakatan
kesepakatan yang terjadi pasca wafatnya Rasul, sementara ‘amal ahl al-Madinah adalah
kesepakatan yang berlangsung sejak era sahabat hingga masa tabi 'in atau tabi’ al-tabi’in.

Disamping itu, ada beberapa ijma’ lain yang disebut dalam beberapa kitab usul figh,

yakni ijma’ ahl al-Haramain (o> Jol ¢Wh), ijma’ ahl al-Misrain (23 Jof ¢, ijma’ al-
Shaikhain (ot ¢\=)), dan ijma’ al-Khulafa’ al-Rashidin (p2)) s ¢\)). [ima’ ahl al-

Haramain adalah ijma’ yang disepakati oleh penduduk Makkah dan Madinah, sementara

ijma’ ahl al-Misrain adalah ijma’ dari penduduk Basrah dan Kufah. Adapun ijjma’ al-

* Abdullah b Yasuf al-Judai’, Taisir Ilm Usul al-Figh, vol.2 , (T t.: t.p., t.th.), 27.
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Shaikhain adalah kesepakatan Abu Bakar dan ‘Umar sementara ijma’ al-Khulafa’ al-Rashidin
adalah kesepakatan khalifah yang empat, yakni Abu Bakar, ‘Umar, ‘Uthman, dan ‘Ali.
Sementara ulama berpendapat bahwa berbagai macam jenis ijma’ di atas merupakan
hujjah yang harus dijadikan sebagai dalil hukum oleh umat Islam. Alasan mereka karena
dalam pandangan mereka, ijma’ hanyalah sebatas ijma’ sahabat saja. Makkah, Madinah,
Kufah, dan Basrah adalah wilayah tinggal para sahabat dan mereka nyaris tidak pernah
meninggalkan kota-kota tersebut. Argumentasi ini tentu dapat dipatahkan karena faktanya

para sahabat berpencar ke berbagai wilayah lain, seperti Irak dan Sham.

Sementara itu, argumen yang dikemukakan atas ijma’ ijma’ al-Shaikhain (sse2di gla),
dan ijma’ al-Khulafa’' al-Rashidin (i <l ¢la)) adalah beberapa hadis Nabi, di

antaranya:

Treey S ol sm o pdll 1gusd)

“Ikutilah dua orang setelahku, yakni Abu Bakar dan Umar”

TR REA FI S [ PR P

“Tkutilah sunnahku dan sunnah para khalifah setelahku..”
Kedua hadis di atas memerintahkan umat Islam untuk mengikuti sunnah para Khulafa’
al-Rashidin sebagaimana mereka wajib mengikuti sunnah Nabi. Logika ini juga ditolak oleh

jumhur karena kedua hadis dimaksudkan bahwasanya mereka merupakan panutan, namun

bukan berarti bahwa pendapatnya merupakan hujjah yang wajib diikuti.”

> Muhammad b ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, vol.© , (Beirut: Dar. lIhya’ al-Turath al-‘Araby, t.th.), V-9,
¢ Abu al-Qasim al-Tabrani, a/-Mu’jam al-Kabir, vol. 13, (t.t.: t.p., t.th.), 163.
7 Wahbah al-Zuhaily, Usul al-Figh, vol. 2, 512-13
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B. Pembagian ‘4mal Ahl al-Madinah
Jika dilihat dari segi disepakati atau tidak, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, membagi amal

ahl al-Madinah menjadi tiga. Pertama; amal ahl al-Madinah yang tidak diketahui adanya

penentangan terhadap praktek tersebut dari penduduk lainnya ( a8 wedl= 2uadi fol OF Jdu ¥
«2x2). Kedua; amal ahl al-Madinah yang tidak diketahui adanya perselisihan dari masyarakat
Madinah, namun diperselisihkan oleh masyarakat luar Madinah ( { oy e2pé 200 Jal ad =l
b ¢ oln). Ketiga, amal ahl al-Madinah yang diperselisihkan oleh masyarakat Madinah
sendiri (il 2uall Jal o M o) ®

Dilihat dari segi sumbernya, Qadi ‘Abd al-Wahhab b. Nagr al-Maliki, membagi amal
ahl al-Madinah menjadi dua, yaitu naqii dan istidlali. ‘Amal ahl al-Madinah yang naqli
adalah ‘amal ahl al-Madinah yang bersumber dari hadis Nabi, seperti riwayat tentang ukuran
sa’ dan mud, serta tidak mengeluarkan zakat untuk sayur-sayuran, sebagaimana disebutkan
dalam hadis Nabi:

S Jyery dge 3 ol 315 Oyt S BT wpel BT S G e slel wl e il By e
Ul aall ol S5 iy 4 0l s U1 plall ol ol 4 ol sl AL ey ade B0 Lo

“Dari ‘Urwah b. Zubair dari ibunya, Asma’ binti Abu Bakar, beliau (Asma’)menceritakan

kepadaku bahwa pada masa Rasul, para penduduk Madinah mengeluarkan zakat fitrah
berupa satu mud atau sa’ makanan pokok penduduk Madinah”.

® Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, A fam al-Muwagqi’in, vol.2, (Beirut; Dar al-Fikr, 1977), 364.
® Muhammad b. Ishaq b. Khuzaimah al-Naisaburi, Sahih Jbn Khuzaimah, vol.4, (Beirut: al-Maktab al-Islami,
1970), 84.
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Adapun amal ahl al-Madinah jenis kedua yakni amal ahl al-Madinah istidlali, yakni
amal ahl al-Madinah yang berasal dari hasil ijtihad. ‘A4mal ahl al-Madinah jenis inilah yang
masih diperselisihkan oleh para ulama, termasuk dari kalangan Malikiyah sendiri. '

Sejalan dengan pembagian Qadi ‘Abd al-Wahhab b. Nasr di atas, ulama Maliki lain,
yakni Qadi ‘Iyad, juga membagi praktek penduduk Madinah dari aspek sumbernya menjadi
dua, yakni praktek penduduk Madinah yang bersumber dari riwayat Nabi, dan kedua,
praktek penduduk Madinah yang bersumber dari ijtihad. Jenis pertama terbagi menjadi
empat. Pertama; praktek penduduk Madinah yang berasal dari riwayat berupa ucapan Nabi,
seperti azan, igamat, tidak membaca basmalah secara keras dalam salat, dan lain-lain.
Kedua, praktek penduduk Madinah yang berasal dari riwayat berupa perbuatan Nabi, seperti
tata cara salat. Ketiga, praktek penduduk Madinah yang berasal dari riwayat berupa ketetapan
(igrar) Nabi. Dalam hal ini; bukan Nabi  sendiri yang melaksanakan, namun, belian
menyaksikan hal tersebut dilakukan oleh sahabat, dan beliau tidak menentangnya. Keempat,
praktek penduduk Madinah yang berasal dari riwayat dimana tidak ada perintah dari Nabi,
sementara beliau tahu atau hal itu merupakan sesuatu yang masyhur di kalangan masyarakat.
Misalnya, Nabi tidak memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sayur-sayuran padahal
beliau tahu bahwa Madinah banyak menghasilkan sayur-sayuran.'’

Berbeda dengan Qadi ‘lyad, Ibn al-Qayyim membagi ‘amal ahl al-Madinah yang
bersumber dari riwayat yang berasal dari Nabi menjadi tiga. Pertama, ‘amal ahl al-Madinah

yang berasal dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan (fagrir), maupun tidak

memerintahkan ( alsi; dy 0395y r o5 (2 87 o oli). Terkait dengan klasifikasi tersebut, Ton al-

' Muhammad b ‘Al al-Shawkani, frshad al-Fuhil ila Tahqgiq al-Haqq min ‘Ilm al-Usul, vol.1 , (T .t.: Dar al-Kitab
al-‘Araby, 1999), 219. _
" Muhammad Abu Zahrah, Malik, Hayatuh wa ‘Asruh Ara’vh wa Fighuh, (T t.: Dar al-Fikr al-‘Araby, t.th.), 267.
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Qayyim juga mengemukakan berapa contoh. ‘Amal ahl al-Madinah yang bersumber dari
riwayat berupa ucapan Nabi sebagaimana telah dicontohkan di atas. Adapun ‘amal ahl al-
Madinah yang bersumber dari riwayat berupa perbuatan Nabi, misalnya Nabi salat ‘ied di
musalla/masjid, berkhutbah sambil berdiri di atas mimbar dengan menghadap kepada para
jama’ah, berziarah ke kuburan Quba’ setiap sabtu baik berjalan kaki maupun naik kendaraan,
mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, dan lain-lain. ‘Amal ahl al-Madinah yang
bersumber dari riwayat berupa ketetapan Nabi, misalnya ketetapan Nabi atas shirkah abdan
(kerja sama yang hanya bermodalkan tenaga), (boleh) tidur di masjid, mengawinkan kurma,
serta beberapa bentuk perdagangan yang dipraktekkan masyarakat sepanjang tidak ada unsur
riba, jual beli salam (pesanan), wanita keluar untuk salat di masjid atau mengikuti pengajian,
larangan memakai sutera bagi laki-laki, dan lain-lain. Kehujjahan sunnah jenis ini sebagai

dalil hukum diakui oleh para ulama sebagaimana terlihat dari ucapan sahabat Jabir :
LA we ot wis e 58 O 56 Ui OLA Jpu LS

“Kami semua sementara al-Qur’an turun. Seandainya sesuatu dilarang, maka tentu al-Qur’an
akan melarangnya”.

Dari sikap sahabat tersebut, setidaknya dapat diambil dua kesimpulan sebagai metode

dalam menetapkan hukum. Pertama, pada dasarnya setiap perbuatan itu adalah mubah dan

tidak ada keharaman kecuali yang diharamkan Allah (4>~LY! Jusd Ja.af). Kedua, apa yang

diperbuat oleh manusia pada era turunnya wahyu dan diakui oleh Nabi merupakan dalil atas
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izinnya terhadap perbuatan tersebut. Jika bentuk pertama merupakan istishab, maka bentuk
kedua merupakan pengakuan atas istishab. 12

Adapun ‘amal ahl al-Madinah dalam bentuk meninggalkan/tidak memerintahkan, ada
dua. Pertama, beliau menyatakan secara jelas bahwa beliau meninggalkan dan tidak
melakukan hal tersebut, seperti pernyataan beliau bahwa para pahlawan (shuhada’) yang
meninggal dalam perang uhud tidak (perlu) dimandikan dan disalatkan; atau pernyataan
tersebut diriwayatkan oleh sahabat, seperti riwayat dari Ibn ‘Abbas yang mengatakan bahwa
Nabi salat ‘ied tanpa azan dan igamat. Kedua, tidak adanya riwayat yang menukilnya,
dimana seandainya hal tersebut dilakukan oleh Nabi, niscaya sahabat pasti meriwayatkan,
seperti beliau tidak melafazkan niat dalam salat, tidak mengangkat tangan setelah
mengangkat kepala dari ruku’ kedua dalam salat subuh, tidak memandikan mayat di
Muzdalifah, dan lain-lain. Apa yang tidak dikeriakan beliau merupakan sunnah, sebagaimana
apa yang dikerjakan beliau.'?

Kedua, ‘amal ahl al-Madinah yang dipraktekkan secara terus menerus setiap masa
sejak masa Rasul.'* Ibn al-Qayyim mencontohkan jenis ini seperti akad muzdara’ah (bagi
hasil pertanian), azan di tempat yang tinggi, azan sebelum subuh, dua kali azan dengan satu
kali igamat, dan lain-lain.'’

Ketiga, ‘amal ahl al-Madinah yang bersumber dari riwayat tentang penetapan tempat,
jenis, dan ukuran-ukuran tertentu yang tidak berubah.'® ‘Amal ahl al-Madinah jenis ini
seperti ukuran sa’, mud, menentukan tempat mimbar dan posisi salat, kuburan, kamar tidur

Nabi, masjid Quba’, menentukan posisi Raudah (suatu tempat di masjid Nabawi yang

“1bn al-Qayyim al-Jawziyah, A Jam al-Muwaqqi in, vol.2, 367.
Y 1bid., 366-371.

" bid., 367.

Y bid., 372.

*® Ibid., 367.
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disebut sebagai salah satu taman surga), kuburan Baqi’, dan lain-lain. Ketentuan mengenai
tempat-tempat tersebut sebagaimana ketentuan tentang safa dan marwah sebagai tempat
untuk sa’i, Mina, Arafah, dan Muzdalifah sebagai tempat orang melaksanakan rukun dan
kewajiban haji, serta Dhu al-Hulaifah dan Juhfah dan lain-lain sebagai tempat untuk memulai
ihram."”

Apabila ditinjau dari tingkat kekuatannya, maka ‘amal ahl al-Madinah terbagi
menjadi empat:

1. ‘Amal ahl al-Madinah yang disepakati oleh penduduk Madinah yang bersumber dari
riwayat

2. ‘Amal ahl al-Madinah sebelum terjadinya pembunuhan atas diri ‘Uthman b. ‘Affan.

3. ‘Amal ahl al-Madinah yang berfungsi sebagai murajjih. Dalam hal ini ada dua dalil yang
bertentangan yang salah satunya diamalkan cleh masvarakat Madinah, Maka vang sejalan
dengan ‘amal ahl al-Madinah itulah yang harus diamalkan. Imam Shafii juga
sependapat dalam hal ini.

4. ‘Amal ahl al-Madinah yang terbentuk di era belakangan. Jumhur menolak jenis ini.
Demikian pula sebagian ulama Maliki.'®

Sekalipun ‘amal ahl al-Madinah identik dengan Imam Malik, dan Malik dianggap
sebagai penggagas utama teori ini, namun Abu Zahrah punya kesimpulan berbeda.

Menurutnya, pada dasarnya Malik bukanlah orang pertama yang menggagas ‘amal ahl al-

Madinah sebagai dalil hukum. Rabi’ah a/-Ra'y, guru Malik telah menjadikannya sebagai

hujjah  sebelum Malik. Dalam sebuah pernyataannya yang terkenal, Rabi’ah

berkata:”(periwayatan yang disampaikan oleh) seribu orang (yang diperoleh) dari seribu

Y bid., 372.

1818

Muhammad Musa Tuwana, a/-Jjtihad wa Mada Hajatina ilaih 7 hadha al-*asr, (T .t.: Dar al-Kutub al-Hadithah,

t.th.), 68.
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orang, lebih baik daripada (periwayatan) dari satu orang (yang diperoleh) dari satu orang

(Aly 2 dxly e e i e ). Atas dasar itu, Abu Zahrah menyimpulkan bahwa Malik

bukanlah penggagas teori ini, karena manhaj ini telah digunakan oleh tabi’in dan ulama
sebelum Malik. Jika teori ini kemudian dinisbatkan kepada Malik, hal tersebut dalam
analisis Abu Zahrah setidaknya karena disebabkan oleh tiga hal. Pertama; fatwa-fatwa Malik
banyak mengacu pada ‘amal ahl al-Madinah. Kedua; adanya pembukuan atas sebagian
fatwa-fatwa tersebut yang berbeda dengan hadis yang diriwayatkannya. Ketiga; dalam
beberapa risalahnya, secara tegas Malik menyatakan bahwasanya ‘amal ahl al-Madinah
merupakan hujjah yang harus diikuti. Malik bahkan tidak segan-segan menegur ulama yang
mengeluarkan fatwa yang menyalahi praktek masyarakat Madinah sebagaimana yang
. dilakukannya pada al-Laith b Sa’d. Dalam suratnya kepada al-Laith, Malik menegurnya
karena telah mengeluarkan fatwa yang menyalahi praktek masyarakat Madinah.'”
Kesimpulan Abu Zahrah didukung oleh ‘At{iyah Muh{ammad Salim. Dalam
bukunya ‘Amal Ahl al-Madinah, ia menyatakan bahwa manhaj ini telah diamalkan oleh para
pendahulu Malik. Hanya saja Malik lebih banyak periwayatannya sehingga manhaj ini

kemudian identik dengan Malik.?

C. Produk Hukum Malik yang Berdasarkan pada ‘Amal Ahl al-Madinah
Sebagaimana telah disebutkan di atas, sekalipun Malik bukanlah orang pertama yang

menggagas teori ini, namun di tangannyalah teori ini dikenal dan berkembang. Istilah yang

19 Abii Zahrah, Malik, 265.
2 /Atiyah Muhammad Salim, ‘Amal Ahl al-Madinah, (Madinah: Maktabah Dar al-Turath, 1989),48.
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digunakan Malik untuk menunjukkan bahwa kesimpulan tersebut berdasarkan praktek

hukum yang dilakukan masyarakat Madinah dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok :

I. Kelompok yang menunjukkan bahwa hal tersebut telah disepakati. Dalam hal ini ada dua
bentuk:

a. Dinisbatkan kepada sunnah. Adapun bentuk pernyataannya adalah sebagai berikut:

1.Telah berjalan sunnah yang tidak diperselisihkan (bas b OGNt ¥ G dedh o)

2. Ketetapan sunnah menurut kami yang tidak diperselisihkan ( I tae all i

Led 1Y)

3. Berdasarkan sunnah menurut kami (Le 2Ji)

4; Bukan bagiandarisunnab umat Islamy (Uxebadbize g 54d)

U

b. Tidak dinisbatkan kepada dalil khusus baik dari al-Qur’an maupun sunnah, tetapi
dinisbatkan pada apa yang ditemui atau diketahui atau didengarnya, dengan bentuk

pernyataan sebagai berikut:

1. Berdasarkan yang telah disepakati di kalangan kami (Las ale aazst 3.

Pernyataan ini berarti bahwa persoalan tersebut disepakati oleh para ulama tanpa
ada perbedaan pendapat.”'
2. Berdasarkan temuan saya dari apa yang (diamalkan) oleh masyarakat dan para

ahli ilmu di wilayah kami (bl Lt Jaly ele U1 S5l g W90,

v Atiyah Muhammad Salim, ‘Amal Ahl al-Madinah, 47-8.
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3. Persoalan tersebut menurut kami (tae .Y). Pernyataan ini berarti bahwa

persoalan tersebut telah diketahui dan diamalkan oleh seluruh masyarakat, baik
dari kalangan terdidik maupun masyarakat awam dan telah diterima sebagai

sebuah ketentuan hukum.

4. Yang selalu dipraktekkan oleh ahli ilmu di kalangan kami ( A Jof Jp § @l 9
ta¢) dan lain-lain.?

5. Yang saya dengar dari para ahli ilmu ()i Jof o coner s 01)

6. Yang saya temui dari ahli ilmu di wilayah kami (Ll i Jal =5)50)

7. Pendapat ahli figh menurut kami (Uus azill jof i) )

8. Hal tersebut selalu diamalkan oleh masyarakat ( -\t joe oo 25 32 1)

9. Berdasarkan hal yang tidak diperselisihkan di manapun ( _» > as b Ot Yl
Ol e ke Yy oY)

10. Berdasarkan apa yang diamalkan dan telah diketahui dalam diri manusia

serta apa yang telah berlangsung dari era terdahulu ( 5o (3 adjney & Jgandl WY

) fos e e g WU

11. Berdasarkan apa yang tidak diperselisihkan menurut kami (baus Y=Y sl .Y

2 bid., 19 dan 29.
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II. Kelompok yang dianggapnya baik, berdasarkan apa yang ia dengar. Adapun bentuk

pernyataannya adalah sebagai berikut:

1. Yang paling saya sukai dari yang saya dengar (}}) casle )

2. Yang paling baik dari yang saya dengar (casle i)

3. Yang saya temui dari kalangan ahli ilmu dari bumi saya (=)t Jof 0 o) (0 < 55sl)

4. Telah sampai kepadaku bahwa sebagian ahli ilmu... (i Jal Jaer 0f i)

IIl. Kelompok yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidak diamalkan (oleh masyarakat
Madinah). Dalam hal ini bisa jadi ada nass yang menunjukkannya namun tidak
diamalkan oleh masyarakat Madinah karena dianggap menyalahi yang lebih kuat.”?

Adapun_beberapa, produk hukum Malik vang didasarkan pada ‘amal, ahl_al-
Madinah yang menunjukkan bagaimana Malik meng-implementasi-kan manhaj-nya
tentang ‘amal ahl al-Madinah diantaranya adalah:

a. Masalah Ibadah

1. Jika seseorang sedang melakukan perjalanan (safar), dan meng-akhirkan salatnya karena
lupa, kemudian tiba di rumah sementara waktu salat masih ada, maka ia harus
melakukan salat mugim (normal). Namun jika sesampainya di rumah waktu salat sudah
habis, maka ia harus melaksanakan salat musafir (di-gasar). Malik tidak mengemukakan
alasannya, kecuali menyebutkan bahwa hal tersebut yang telah dipraktekkan masyarakat
Madinah.** Imam Hanafi sepakat dengan pendapat tersebut. Demikian juga dengan Imam

Shafi’i dalam gau! gadim-nya. Berbeda dengan pendapat di atas, Hanabilah berpendapat

# ‘Atiyah Muhammad Salim, ‘Amal Ah] al-Madinah, 60-2.
* Malik b. Anas, Muwatta’ al-Imam Malik, vol.1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991),12.
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bahwa orang tersebut harus melaksanakan salat mugim (sempurna) sebagai bentuk
kehati-hatian dan ia harus segera melaksanakannya pada saat ingat, sejalan dengan hadis
Nabi yang mengatakan bahwa jika seseorang lupa untuk salat, maka ia harus segera
melaksanakan salat saat ia ingat. Persoalan ini dengan demikian merupakan persoalan
jjtihadi karena tidak ada nass khusus yang membicarakannya. Sekalipun Hanabilah
mengutip hadis, namun hadis tersebut hanya berbicara tentang waktu salat, bukan
bagaimana salat itu dilakukan (kaifiyah).”

2. Tidak ada sunnah puasa enam hari pada bulan Shawwal setelah ‘iedul fitri. Menurut
Malik, tidak ada riwayat dari ahli ilmu dan ahli figh serta ulama salaf yang menetapkan
hukum sunnah puasa enam hari Shawwal. Sebagian mereka menyatakan bahwa puasa
tersebut makruh bahkan dikhawatirkan sebagai bid’ah. Seandainya para ulama
menetapkan  bahwa puasa  enam hari. Shawwal tersebut rukhsah 6 dan. mereka
mengamlkannya, maka orang-orang bodoh akan menyamakannya dengan puasa
Ramadan.

S5 ot QAT By ¢ AL 5o sl 30 3 Al g ¢ sl sl plalt ST 5 i 5 0 )
A s Ty QNS BTy 5 slidiy Aadi AT ¢ e o G iy Gl Ofy ¢ dely D585  SUB

TS5 bglass dilss ¢ lal
Banyak kalangan menilai bahwa Malik melarang puasa Shawwal selama enam hari atas
dasar pertimbangan maslahah karena dikhawatirkan masyarakat menganggapnya sebagai
kewajiban ‘lanjutan’ dari Ramadan, schingga fatwa tersebut dinilai menyalahi hadis

Nabi. Dugaan tersebut dibantah oleh Ibn Rushd. la ‘menduga keras’ bahwa Malik

% 'Atiyah Muhammad Salim, ‘Amal Ahl al-Madinah, 64-66.
* Malik b. Anas, Muwatta’, vol.1. 417.
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meragukan kesahihan hadis tersebut.”” Pendapat ini didukung oleh Imam Hanafi, namun
berbeda dengan pendapat jumhur, di antaranya Shafi’i, Ahmad, Daud, dan lain-lain yang
menyatakan bahwa berpuasa enam hari di bulan Shawwal merupakan sunnah, baik
dilakukan secara langsung setelah ‘iedul fitri maupun tidak, baik dilakukan secara

berturut-turut maupun tidak.*® Dasar hadis puasa Shawwal diantaranya adalah:

ey \aL..aS_‘ QSJ‘PJOL:.AM;PJ‘ Olany alo pa

“Barangsiapa berpuasa Ramadan, kemudian melanjutkannya dengan enam hari Shawwal,
bagaikan berpuasa satu tahun”.

3. Menurut figh Malik, lafaz azan masing-masing hanya diulang dua kali, mulai dari lafaz
Allah Akbar hingga La ilah illa Allah. Adapun lafaz igamat cukup satu kali, termasuk
lafaz qad qamat al-salah. Menurut Malik; ia tidak. mengetahui riwayat lain, kecuali

sebagaimana yang telah diamalkan oleh masyarakat Madinah. Demikianlah yang selalu

diamalkan oleh masyarakat Madinah ( 4k _stdt CSysi L ¥} LeBYg sludy R

Uy oalt ol ade iy o ot ll3y 5 ¥ @ DBy L) Y

Ketentuan ini jelas berbeda dengan pandangan jumhur, sebab menurut mereka, lafaz
Allah Akbar diulang empat kali di bagian awal dan diulang dua kali pada bagian terakhir.
Demikian juga lafaz gad qamat al-salah dalam pandangan jumhur diulang dua kali.*
Khusus salat subuh, sebelum datang waktu subuh, dilakukan azan terlebih dahulu.

Namun untuk salat fardu lain, azan hanya dilakukan saat sudah masuk waktu salat.

2 Ibn Rushd, Bidayah, vol. 1, 225.

8 Abi Iyas Mahmud b Mahmud ‘Uwaidah, al-Jami’ Ii Ahkam al-Siyam, vol.1, (T.t.: tp,, t.th), 161.
* Malik b. Anas, Muwatta’, vol.1, 70.

*0‘Atiyah Muhammad Salim, ‘Anial Ahl al-Madinah, 74-6.
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Pendapat ini dibantah oleh Imam Hanafi. Dalam pandangannya, azan hanya dilakukan

jika waktu salat telah tiba.’'

b. Muamalah dan Hukum Keluarga
1. Khiyar majlis. Produk hukum Malik tentang khiyar majlis merupakan salah satu isu yang
banyak diperdebatkan oleh para ulama. Khiyar majlis adalah hak pihak yang berakad

(penjual dan pembeli) untuk meneruskan akad atau membatalkannya, sejak terjadinya

akad hingga keduanya terpisah atau telah memastikan pilihan ( 5 sl slas) 3 5L 5>

Al sl G ) BLdl da ¢ es)). Jumhur menyebutnya dengan istilah khiyar majlis ()

2

odo=all), sementara sebagian ulama menyebutnya khiyar al-mutabayi’aini (a2 ).
Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, apakah kedua belah pihak masih berhak untuk
membatalkan akad jika keduanya telah menyelesaikan akad sepanjang masih berada
dalam satu majlis (khiyar majlis). Ulama terbagi dalam dua pendapat. Pertama, menurut
sebagian ulama, di antaranya Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Zaidiyah berpendapat
bahwa jika telah terjadi akad, mereka tidak boleh membatalkan akad (tidak ada khiyar
majlis), kecuali ada kesepakatan untuk khiyar ketika sedang bertransaksi. Pendapat ini
juga didukung Ibrahim al-Nakha’i dan para ulama Kufah, Rabi’ah al-Ra’y dan sebagian

ulama Madinah, serta Imam al-Thauri.

*!\bid., 20. Lihat juga Abu Mudhaffar al-Shaibani, Ikhtilaf al-A’immat al-‘Ulama’, vol.1, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Timiyah, 2001), 89.
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Kedua, menurut jumhur ulama di antaranya Shafi’i, Ahmad b Hanbal, Dhahiriyah,
Imamiyah, dan sebagian Zaidiyah, kedua belah pihak masih memiliki hak untuk
meneruskan atau membatalkan akad, sepanjang keduanya belum berpisah. Pendapat ini
juga mengacu pada riwayat dari ‘Umar b Khattab, ‘Uthman, Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbas,
Abu Hurairah, serta Abu Barzakh al-Aslami, dan beberapa ulama lain, baik dari
Madinah maupun Basrah.

Alasan jumhur adalah hadis Nabi :

JEIF R VRTER AN

“Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berhak memilih untuk meneruskan aatau
membatalkan akad sepanjang keduanya belum berpisah...”

Hadis tersebut secara jelas menegaskan bahwasanya akad yang terjadi antara penjual dan
pembeli belum mengikat sepanjang keduanya masih berada dalam majlis akad atau
keduanya belum memastikan bahwa akad tersebut sudah mengikat. Pendapat ini
disanggah oleh Malikiyah. Dalam pandangan mereka, hadis tersebut menyalahi praktek
yang berlangsung di kalangan masyarakat Madinah, dan hadis tersebut merupakan hadis
ahad sehingga tidak dapat dijadikan hujjah karena bertentangan dengan ‘amal ahl al-
Madinah.  Sekalipun Malik meriwayatkan hadis ini, namun secara tegas beliau

menolaknya. Dalam komentarnya Malik mengatakan: “Kami tidak mengetahui dan tidak

mem-praktekkan hadis ini (¢ Jyenr ¥y Gyme dm bae coudi b LJ)” P Menurut

Ashhab, berdasarkan praktek yang terjadi di kalangan masyarakat Madinah, jika mereka

telah sepakat untuk melakukan jual beli, maka kesepakatan tersebut secara otomatis

*2Malik b. Anas, Muwatta’ al-Imam Malik, vol.3, 194.

* \bid.
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mengikat keduanya, kecuali ada kesepakatan khiyar. Ashhab juga menilai bahwa hadis di

atas telah di-nasakh oleh hadis Nabi:

oo pbas e Ogeldd

“Orang Islam terikat pada syarat (yang telah mereka sepakati...”

Di samping itu, menurut Imam Malik, jual beli itu merupakan ucapan, sehingga jika
kedua pihak telah mewajibkan untuk melakukan jual beli berdasarkan ucapan, maka jual
beli menjadi wajib dan tidak ada seorangpun yang dapat mencegah apa yang telah
diwajibkan.>® Pernyataan yang digunakan Malik untuk menunjukkan adanya

pertentangan khabar ahad dengan ‘amal ahl al-Madinah dalam masalah ini adalah “

kami tidak mengenal masalah ini dan juga tidak mengamalkannya ( « Bgas 4> Ut tig s
- peen ol V)

Argumen tentang pertentangan ‘amal ahl al-Madinah dengan khabar ahad ini tentu saja
dapat dibantah, karena syarat bahwasanya khabar ahad dapat diterima jika tidak
bertentangan dengan ‘amal ahl al-Madinah, merupakan syarat yang hanya muncul di
kalangan Malikiyah. Dengan demikian, ia hanya mengikat kalangan mereka, namun
tidak mengikat yang lain. Kalaupun argumen ini diterima, maka klaim mereka bahwa hal
tersebut disepakati oleh penduduk Madinah tidak dapat dibuktikan, karena beberapa
sahabat Madinah, di antaranya Umar b Khattab, Abdullah b Umar, Abu Hurairah, Sa’id b

Musayyab menerapkan khiyar majlis*® Di samping itu, pada dasarnya hadis ini
p g

4 Sahnun b Sa'id al-Tanukhi al-Maliki, a/-Mudawwanah, (Amman: Bait al-Afkar al-Duwaliyah, t.th.), 848.
% Mahir Yasin Fahl, Athar ‘llal al-Hadith f7 ikhtilaf al-Fugaha’,vol.1 , (T t.: t.p., t.th.), 256.
* Ibid., vol.5 , 40.
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merupakan hadis masyhur karena diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang mencapai

derajat masyhur.

Alasan lain yang dikemukakan Hanafiyah dan Malikiyah adalah:

a.

b.

Q.S. al-Nisa’ [4]:29:

S 2 e Byl 0585 OF WY UL oS o Sigal 190ST Y 19T ) i

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu...”

Ayat ini secara jelas menyebutkan bahwa ‘saling rida’ merupakan syarat keabsahan
akad yang terjadi antara dua pihak. Dengan demikian, jika telah terjadi ijab kabul,

berarti akad tersebut secara otomatis telah sah sekalipun kedua pihak belum berpisah.

QeSlhal-Ma’idah [$3:/1:

Sganlly 15390 1901 -t Lgf 4

* Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ...”

Ayat tersebut memerintahkan umat mukmin untuk memenuhi akad-akadnya, dan
sepanjang telah terjadi ijab dan gabul, akad telah sah walaupun pihak terkait belum
berpisah. Dengan demikian, maka hal tersebut sudah termasuk yang dicakup oleh
ayat. Menyatakan sebaliknya, berarti pembatalan terhadap nass.

Argumen ini dapat dibantah bahwasanya perintah al-Qur’an untuk memenuhi akad
adalah jika akad telah sempurna. Dan hadis Nabi menjelaskan bahwasanya

kesempurnaan akad terjadi jika pthak berakad telah saling berpisah.
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Mereka menolak argumen tersebut. Menurut mereka, khabar ahad yang ‘menyalahi’
pernyataan zahir nass berarti harus ditakwil. Dalam hal ini, hadis tersebut harus
ditakwil bahwa yang dimaksudkan adalah berpisah dalam ucapan, bukan berpisah
secara fisik. Logika ini juga dapat dibantah setidaknya dari dua sisi. Pertama, hadis di
atas sebenarnya telah mencapai masyhur sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan
Hanafiyah menyatakan bahwa hadis masyhur diposisikan seperti hadis mutawatir
dalam hal kebolehannya men-takhsis keumuman ayat. Kedua, logika manapun akan
memahami kata ‘berpisah’ sebagai sebuah keterpisahan secara fisik, bukan ucapan.
c. Hadis Nabi :
4 W Llab (513 ) ¢ 5 ke ) o 1 Jgy JB 1 B (e ot e
(ady 9 dd g
“Dari Ibn ‘Abbas, Rasulullah bersabda, “barangsiapa membeli makanan, maka
jangan menjualnya hirigga ‘menyempurmakan' (akadnya) dan"menyerahkannya®)
Hadis tersebut menegaskan bahwa segala macam bentuk jual beli sah semata dengan
telah terjadinya serah terima tanpa ada keharusan kedua pihak telah berpisah. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada khiyar majlis. Argumen ini juga dapat
dibantah bahwasanya hadis tersebut berbentuk umum dan telah di-zakhsis oleh hadis
tentang khiyar majlis.>’
2. Menyusu (kepada selain ibu kandungnya) secara mutlak menyebabkan terjadinya
mahram. Hal ini berbeda dengan riwayat dari St Aisyah yang menyatakan bahwa hanya

lima kali susuan yang menyebabkan mahram. Dalam pernyataannya, Malik mengatakan

bahwa hal itu tidak diamalkan oleh masyarakat Madinah (Jea! tda Je ).

 Mahir Yasin Fahl, Athar ‘/al al-Hadith, vol.5, 44.
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A OTJEJ‘ ‘J‘
“Dari St ‘Aishah—isteri Nabi--, sesungguhnya ia berkata: “Diantara yang diturunkan
dari al-Qur’an adalah bahwasanya sepuluh kali susuan menyebabkan mahram, kemudian
di-nasakh dengan lima kali susuan menyebabkan mahram. Dan Rasul wafat sementara
hal itulah yang dibaca dari al-Qur’an”.

3. Seorang wanita yang telah menikah lagi pasca ditinggalkan oleh suaminya tanpa ada
berita apapun (mafqud), jika suami tersebut muncul, maka ia tidak berhak atas istrinya,
baik dalam pernikahan keduanya tersebut sang istri telah berhubungan suami istri
dengan suami barunya atau belum. Dalam hal ini sang istri harus telah menunggu suami

yang hilang tersebut selama 4 tahun, kemudian menjalani masa ‘iddah selam 4 bulan 10

hari. Usai menjalani masa ‘iddah, maka wanita tersebut halal untuk menikah lagi.
_ -, 39
Menurut Malik, pendapat ini merujuk pada ‘Umar b Khattab. = Namun riwayat lain

menyatakan bahwa dalam hal ini Malik punya pendapat kedua, yaitu jika ketika suami

yang hilang itu datang sang istri belum bersetubuh dengan suami keduanya, maka suami

pertamanya lebih berhak untuk kembali, namun jika sudah bersetubuh, maka suami

keduanya yang lebih berhak.*® Berikut teks selengkapnya:

bl Wi 36 sy 53 ek O ¢ CIedl s BB ¢l o S e el 12
J’“f‘r"ﬁ;&—w‘w)‘wp"wc‘)‘;h-d‘-éa‘”?w‘)vbp*“e-’))‘-‘w

Lé-r:*}!:}r:@%c@3350&'3‘%%33@;}543‘@399&53‘353&335523 Jé.

/

W 31 560 2555 OF U5 ks sl dis « Glle 53 a3 L@-J;JB

¥ Malik b. Anas, Muwatta’, vol. 2, 608.
* Ibid., 88.
*® Muhammad Salim, ‘Amal Ahl al-Madinah, 139.
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“Dari Malik dari Yahya b Sa’id dari Sa’id b al-Musayyab sesungguhnya ‘Umar b
Khattab berkata,”siapapun wanita yang ditinggal suaminya tanpa mengetahui dimana
keberadaan suaminya itu, maka wanita tersebut harus menunggu selama 4 tahun,
kemudian menjalani ‘iddah selama 4 bulan 10 hari, setelah itu dia menjadi wanita yang
halal”.

Malik berkata,” jika wanita itu menikah lagi pasca menjalani ‘iddah, maka seandainya
suami pertamanya datang, maka dia tidak berhak lagi atas isterinya, baik wanita tersebut
telah bersetubuh atau belum dengan suami keduanya. Demikianlah yang berlaku di
kalangan kami. Jika laki-laki (suaminya) itu datang sebelum wanita itu menikah lagi,
maka suaminya itulah yang lebih berhak”.

6. Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina setelah dicerainya dengan talak tiga
sementara istrinya dalam keadaan hamil yang diakuinya, dan ia melihatnya berbuat zina
sebelum dicerainya, maka suami tersebut dijatuhi hukuma sad (dicambuk delapan puluh
kali, yakni hukuman yang berlaku bagi orang yang menuduh wanita lain (bukan istrinya)

berbuat zina). Berikut teks lengkapnya:

OV Jd g7 Ty &t e o Whoou ) ol 2y UM Lgilley OF dmy aif sl Jor SV B8 1314
Gl ey JB ey B ik OF dm her SOI Oty gty Wy ol W8yl

[

L

“Jika seorang laki-laki menuduh istrinya berbuat zina sebelum menceraikannya dengan
talak tiga sementara dia dalam keadaan hamil yang diakui olehnya kemudian dia
menduga istrinya itu berzina sebelum bercerai, maka laki-laki tersebut harus dihukum
cambuk bukan /i‘an. Dan jika laki-laki itu mengingkari kehamilannya setelah
menceraikannya dengan talak tiga, maka hukumannya adalah /i ’an. Demikian yang saya
dengar”.

7. Hukum /i’an juga berlaku bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sekalipun

istrinya tersebut berasal dari seorang budak, wanita Nasrani atau Yahudi.

* Malik b. Anas, Muwatta’, vol.2, 567.
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“Budak muslim dan wanita-wanita merdeka dari kalangan Nasrani dan Yahudi yang
menikah dengan laki-laki muslim (jika suaminya itu menuduh zina), maka berlaku juga
hukum li’an, karena mereka semua termasuk dalam kategori istri sebagaimana yang

difirmankan Allah ((..@.s.-!p'f Ogan -pdle). Demikianlah yang berlaku di kalangan kami”.
Hukum ini disepakati oleh banyak ulama, kecuali Abu Hanifah. Dalam pandangannya,
jika terjadi kasus demikian, maka hukum /i’an ataupun had tidak berlaku bagi sang
suami.*”
Masa ‘iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan,
sekalipun jarak antara kematian suaminya dan saat melahirkan hanya sehari semalam.
Praktek yang terjadi di kalangan masyarakat Madinah ini disebutkan mengacu kepda
riwayat dari Sabi’ah al-Aslamiyah yang melahirkan bayinya sehari setelah wafatnya
suaminya. Saat menanyakan hal itu kepada Rasul, beliau menjawab bahwa dia telah
halal. Berkut teks lengkapnya:
JUB € Jals (23 G5 e B3 ahad o et i i ol e 18 0 1 i
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2 |bid.

3 Muhammad Salim, ‘Amal Ahl al-Madinah, 137.
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“Dari Malik dari Nafi’, bahwa Abdullah b ‘Umar ditanya tentang wania hamil yang

ditinggal mati suaminya. la menjawawab, “jika dia melahirkan maka dia telah halal.
Seorang laki-laki dari kalangan Ansar bahkan mengabarkan bahwa ‘Umar b Khattab
berkata, ““jika wanita itu melahirkan dan suaminya belum dikuburkan, maka dia halal”

“Dari Malik dari Hisham b ‘Urwah dari bapaknya dari Miswar b. Makhramah bahwa dia
mendapat khabar bahwasanya Subai’ah al-Aslamiyah bernifas (melahirkan) pasca
ditinggalkan mati suaminya semalam. Kemudia Rasul bersabda:”engkau telah halal,
maka menikahlah dengan siapapun kamu mau. Demikianlah yang selalu diamalkan ahli
ilmu di kalangan kami”.

Jumhur ulama sepakat terhadap pendapat ini, kecuali sebuah riwayat dari ‘Ali b Abi
Talib dan Ibn ‘Abbas yang menyatakan bahwa masa ‘iddahnya adalah yang terpanjang

di antara dua masa ‘iddah.”®

* Malik b. Anas, Muwatta’, vol.2, 104.
4> Muhammad ‘AT al-Sabuni, Rawa i’ al-Bayan, vol. 2, (T.t.: t.p., t.th.), 615.
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BAB IV
KEDUDUKAN ‘AMAL AHL AL-MADINAH

SEBAGAI DALIL HUKUM

A. Kualifikasi ‘Amal Ahl al-Madinah sebagai Dalil Hukum

Sebagaimana telah disebutkan di bab sebelumnya, Malik menempatkan ‘amal ahl
al-Madinah sebagai salah satu dalil hukum dalam metode ijtihadnya. Penetapan ‘amal
ahl al-Madinah sebagai dalil hukum didasarkan pada alasan bahwasanya Madinah
merupakan kota tempat lahirnya Islam. Di kota inilah wahyu turun, dimana Nabi
membangun Islam serta menetapkan ajaran-ajarannya yang diamalkan oleh beliau
hingga “wafatnya.’ Ajaran ' terscbat kemudian - dilanjutkan” cleh V' para” sahaoat belian
termasuk Khulafa’ al-Rashidin yang kemudian dilanjutkan oleh para fabi’in dan
generasi berikutnya. Dengan demikian, Madinah merupakan kota sunnah. Apa yang
diamalkan mereka merupakan Kristalisasi dari ajaran Rasul yang dilakukan secara turun
temurun.'

Namun demikian, muncul sebuah pertanyaan, apakah seluruh bentuk ‘amal ahl
al-Madinah dipandang sebagai dalil hukum yang harus diikuti ? Salah seorang ulama
Maliki, Qadi ‘Abd al-Wahhab b. Nagr al-Maliki, menyatakan bahwasanya jumhur
ulama sepakat terhadap ‘amal ahl al-Madinah yang bersumber dari riwayat Nabi

sebagai dalil hukum. Imam Abu al-‘Abbas al-Qurtubi bahkan menegaskan bahwasanya

! Muhammad Abu Zahrah, Malik, Hayatuh wa ‘Asrub Ara’uh wa Fighuh, (T.t.: Dar al-Fikr al-*Araby, t.th.),
265.
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‘amal ahl al-Madinah jenis ini tidak perlu diperdebatkan.’ Imam Bukhad juga
menyatakan bahwa ‘amal ahl al-Madinah yang diperoleh berdasarkan riwayat dari Nabi
dan diamalkan secara terus menerus, merupakan hujjah yang harus diikuti, seperti
ukuran mud. Bukhari menyampaikan dialog yang terjadi antara Abu Qutaibah dengan
Imam Malik:

Malik: Ukuran mud kami lebih besar dari ukuran mud kalian. Seandainya kepala daerah
kalian menetapkan ukuran mud yang lebih kecil daripada ukuran mud yang
ditetapkan Nabi, kalian akan kelurkan zakat berdasarkan ukuran mud yang
mana ?”

Abu Qutaibah : Kami akan mengeluarkan zakat berdasarkan ukuran mud sebagaimana
ditetapkan Nabi” .

Ibn al-Qayyim sepakat dengan pendapat tersebut. Menurutnya, ‘amal ahl al-
Madinah yang bersumber dari riwayat dan disepakati oleh seluruh masyarakat Madinah
serta dipraktekkan secara turun temurun, merupakan dalil hukum yang harus diikuti. Ia
bahkan menyebutnya sebagai dalil hukum yang menempati posisi mutawatir yang
menghasilkan kesimpulan gat’7. Dalam hal ini, jika berhadapan dengan khabar ahad,
maka harus didahulukan.* Namun demikian, hal tersebut menurutnya merupakan

sebuah keniscayaan yang tidak akan dibantah oleh siapapun.’ Artinya, bukan sebatas

pendapat kelompok Malikiyah atau kelompok tertentu saja.

? Muhammad b ‘AT al-Shawkani, Irshad al-Fuhiil ilz Tahqgiq al-Haqq min “lim al-Ustl, vol.1 , (T t.: Dar al-
Kitab al-*Araby, 1999), 219.

® Sa’ad b Nasir al-Shatari, Ara’ Imam al-Bukhaii al-Usiliyah min Khilal Tarajin Khilalib, vol. 1, (T t.:t.p.,
t.th), 7.

* Ion al-Qayyim al-Jawziyah, A ’Jam al-Muwaqqiin, vol.2, 374.

* Ibid., 365-6.
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Ibn al-Qayyim kemudian mengemukakan beberapa contoh:

1. Suatu ketika, ‘Umar b Khattab berkhutbah di atas mimbar, kemudian beliau
membaca ayat sajdah. Seketika, beliau turun dari mimbar dan melakukan sujud yang
kemudian diikuti oleh seluruh jama’ah. Setelah selesai sujud, beliau kembali ke atas
mimbar dan melanjutkan khutbahnya. Riwayat ini sangat masyhur dan diamalkan
secara terus menerus sehingga menghasilkan kesimpulan pasti. Dalam kasus seperti
ini, tentu tidak ada satu orang pun yang akan membantahnya.

2. Berdasarkan berbagai riwayat yang mencapai tingkat masyhur disebutkan
bahwasanya Nabi pernah bertindak sebagai imam salat dengan mengambil posisi
duduk. Oleh sebab itu, tidak mungkin kita akan mengikuti riwayat Jabir al-Ja’ft dari

Sha’bi (keduanya berasal dari Kufah) yang mengatakan bahwa Nabi melarang

seseorang menjadi imam salat sambil duduk (L= sow i ap¥) 2

3. Riwayat lain yang juga mencapai tingkat masyhur dari Bukhari menyebutkan
bahwasanya para sahabat melakukan praktek muzara’ah (bagi hasil pertanian)
seperti ‘Umar b Khattab, Abdullah b Mas’ud yang kemudian hal serupa dilakukan
oleh para generasi berikutnya seperti ‘Umar b A Aziz, dan lain-lain. Dengan riwayat
yang demikian masyhur, tentu tidak mungkin akan ada yang menentangnya ?°

Wahbah al-Zuhaili memperjelasnya. Menurutnya, kesepakatan jumhur atas ‘amal
ahl al-Madinah jenis ini bukan karena posisinya sebagai ‘amal ahl al-Madinah,

melainkan karena posisinya sebagai dalil yang mutawatir—setidaknya masyhur-- atau

® Ibn al-Qayyim, /’/am al-Muwaqqi’in, 365-6.
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karena praktek tersebut berdasarkan persaksian mereka terhadap keadaan yang sejalan
dengan magasid al-shari’ah.’

Adapun ‘amal ahl al-Madinah jenis kedua yakni‘amal ahl al-Madinah yang
berasal dari hasil ijtihad (istidlali) masih diperselisihkan oleh para ulama termasuk dari
kalangan Malikiyah sendiri. Ulama madhhab Maliki dalam hal ini terbagi dalam tiga
pendapat:

Pertama; ‘amal ahl al-Madinah tersebut bukanlah dalil hukum yang harus
diikuti dan tidak pula dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai kekuatan sebuah
dalil. Pendapat ini dipelopori oleh al-Baqillani, Ibn Faurak, Abu Ya’qub al-Razi, al-
Tayalisi, serta Abi al-Farj dan al-Abhari. Mereka juga menolak jika dikatakan bahwa
hal tersebut merupakan dalil hukum Malik ataupun salah satu kelompoknya.

Kedua; ‘amal ahl al-Madinah tersebut ‘hanya’ berfungsi sebagai alat ukur untuk
menilai kekuatan sebuah dalil ketika terjadi kontradiksi, namun bukan sebagai dalil
yang berdiri sendiri. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian ulama Shafi’i.

Ketiga; ‘amal ahl al-Madinah tersebut merupakan dalil hukum sebagaimana
‘amal ahl al-Madinah yang bersumber dari riwayat. Namun demikian, Qadi al-Qudah
Abu al-Husain b ‘Amr menyatakan sekalipun menjadi dalil hukum, namun tidak haram
hukumnya bagi mereka yang menyalahinya.®

Pendapat terakhir ini diperjelas oleh Abu Zahrah. Berdasarkan hasil

penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa Malik menempatkan ‘amal ahl al-Madinah

7 Wahbah al-Zuhaili, Usi/ al-Figh, vol. 1, 508.
% Ibn al-Qayyim, /’/lam al-Muwaqqi’in, vol. 1, 373. Lihat juga Muhammad b *Ali al-Shawkani, /rshad al-
Fuhi, 219.
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sebagai hujjah secara mutlak, baik praktek tersebut berasal dari periwayatan yang
dinukil dari Nabi seperti azan dan ukuran mud, maupun yang mungkin berasal dari
hasil ijtihad, seperti berbagai bentuk transaksi/muamalah yang berlangsung di tengah
masyarakat. Namun demikian, pasca Malik, para murid Malik membedakan dua bentuk

‘amal ahl al-Madinah ini.°
Kesimpulan tersebut diantaranya berdasarkan surat Malik terhadap Imam al-Laith

b. Sa’d sebagai berikut:
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“Saya mendapat informasi bahwa anda mengeluarkan fatwa yang menyalaht apa yang
telah disepakati oleh penduduk di daerah kami. Dalam kedudukan anda sebagai orang
yang dipercaya oleh masyarakat di daerah anda dimana mereka berpegang teguh
terhadap apa yang anda sampaikan, hakikatnya anda takut terhadap diri anda dan
(seyogyanya) anda berharap untuk mendapat keselamatan dengan mengikutinya (apa
vang disepakati oleh masyarakat di daerah kami), karena sesungguhnya Allah
berfirman “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari
golongan Muhajirin dan Anshar...” serta firmanNya, “...sampaikanlah berita itu kepada
hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik
di antaranya...”. Sesungguhnya manusia mengikuti masyarakat Madinah dimana wahyu
turun”.

Pernyataan Malik di atas menegaskan sikapnya bahwasanya ‘amal ahl al-

Madinah merupakan hujjah yang harus diikuti dan tidak boleh ada yang

® Abu Zahrah, Mafik, 266.
Ibid., 264.
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menyalahinya.'' Dari surat tersebut serta berbagai pernyataan Malik juga memberi
kejelasan bahwa keberlakuan ‘amal ahl al-Madinah berlaku secara umum, baik
bersumber dari riwayat, maupun bersumber dari ijtihad.'? Beberapa ulama Malik yang
menegaskan hal tersebut di antaranya adalah Ahmad b al-Ma’dil, Abu Bakr, Abu
Mus’ab, dan al-Qadi Abu al-Husain b Abi ‘Amr."

Ibn al-Qayyim mengajukan data dengan kesimpulan berbeda. Ia mengemukakan

sebuah pernyataan Malik sebagai berikut:

V¢

pant e od e g 3B S e Loy SO 3 1 gy ool G5 3

“Para sahabat Nabi telah berpencar dalam berbagai wilayah dimana masing-masing
mereka mendapatkan ilmu yang tidak didapat oleh yang lain”.

Pernyataan Malik di atas menurut Ibn al-Qayyim mengisyaratkan bahwa
sebenarnya ‘amal ahl al-Madinah dalam pandangan Malik bukanlah dalil hukum yang
mengikat bagi seluruh umat Islam, melainkan sebatas sebuah pilihan Malik atas apa
yang dilihatnya dipraktekkan masyarakat di wilayahnya. > Hal tersebut karena Malik
mengakui keberadaan sahabat di wilayah lain. Artinya, jika pendapat sahabat menjadi
salahsatu rujukan hukum, logikanya hal itu berlaku bagi seluruh sahabat di manapun
mereka menetap, termasuk di luar Madinah.

Kesimpulan Ibn al-Qayyim tentu masih bisa diperdebatkan, karena pernyataan
Malik di atas tidak secara tegas menunjukkan sikap Malik sebagaimana dipahami Ibn

al-Qayyim. Sebaliknya, teguran Malik terhadap al-Laith lebih jelas menunjukkan sikap

Y Abu Zahrah, Malik, 265.

2 bid., 266.

¥ Ibn al-Qayyim, /’Jam al-Muwagqqi’in, vol. 1, 373.
“1Ibid., vol. 2, 363-4.

% |bid.
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Malik bahwasanya ‘amal ahl al-Madinah merupakan dalil hukum yang mengikat bagi
umat Islam. Disamping itu, penolakan Malik atas khiyar majlis yang didasarkan pada
hadis ahad karena bertentangan dengan praktek masyarakat Madinah lebih memperkuat

kesimpulan Abu Zahrah.

. Argumentasi Keabsahan ‘Amal Ahl al-Madinah sebagai Dalil Hukum

Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan kelompok Malikiyah yang
berpendapat bahwa ‘amal ahl al-Madinah merupakan dalil hukum secara mutlak, baik
yang bersumber dari riwayat maupun yang bersumber dari ijtihad. Argumentasi
tersebut sekaligus menjadi basis metodologis lahimya teori tersebut. Berikut
argumentasi mereka:
1. Hadis Nabi:
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“Dari Jabir b. ‘Abdillah al-Angari, Rasulullah bersabda : “ Sesungguhnya Madinah
itu seperti alat peniup api yang menghilangkan kotoran (kesalahan), dan
memutihkan (memurnikan) keharuman/kebajikannya”.

Hadis tersebut menyebut kotoran (khabath), dan kesalahan adalah kotoran.
Artinya, dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Madinah meniadakan semua

kesalahan penduduknya. Jika kesalahan telah ditiadakan, berarti kesepakatan

mereka merupakan hujjah. Wahbah al-Zuhaily menolak pemahaman tersebut.

'® Malik b. Anas, Muwatta’ al-Imam Malik, vol.2, (Mesir: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi , t.th.), 886.
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Menurutnya, hadis di atas tidak bisa dipahami bahwa Madinah menghilangkan
kesalahan hasil ijtihad yang disepakai penduduk Madinah, karena ada beberapa
kemungkinan makna yang bisa ditarik dari hadis tersebut. Pertama, bisa jadi yang
dimaksudkan adalah menghilangkan amal yang sesat dan fasik dimana hal itu
memang terjadi. Kedua, bisa pula dipahami bahwa Madinah lebih utama
dibandingkan kota lain, namun tidak berarti bahwa penduduknya bersifat maksum
sehingga tidak dapat melakukan kesalahan. Sepanjang sebuah dalil bersifat

multitafsir, maka gugurlah argumen yang diajukan di atas.'’
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“Dari- Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda:™ Sesunggulinya irnan akai menuju
Madinah sebagaimana ular menuju sarangnya”
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“Dari Aishah, beliau berkata, saya mendengar Sa’d berkata, saya mendengar
Rasulullah bersabda:”Tidak ada seorangpun yang memperdaya penduduk Madinah
kecuali menjadi cair, sebagaimana cairnya garam di dalam air”,

Kedua hadis di atas menurut Wahbah al-Zuhaily menunjukkan kemuliaan

Madinah sebagai kota hijrah, tempat di kuburkannya Nabi, serta tempat turunnya

wahyu dan kota tempat tumbuh dan berkembangnya Islam dan berkumpulnya para

Y7 Wahbah al-Zuhaily, Usi/ al-Figh, vol. 1, 509.
'® Muhammad b. Hibban al-Tamimi, Sah7h Ibn Hibban, vol.9, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1993), 46.
19Muhammad b Isma’il al-Bukhari, a/-Jami’ al-Sahih, vol. 3, (Kairo: Dar al-Sha’b, 1987), 27.
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sahabat. Namun demikian, kemuliaan tersebut tidak berarti bahwa masyarakatnya
maksum dan ijtihadnya tidak bisa salah.?

Ibn Hazm menolak klaim bahwa Madinah merupakan kota paling utama.
Dalam pandangannya, Makkah-lah yang menjadi kota paling utama berdasarkan
pernyataan nass al-Qur’an, sunnah, serta pernyataan sahabat. Namun demikian,
sekalipun Makkah menjadi kota yang begitu istimewa, tidak secara otomatis
menempatkan penduduknya sebagai penduduk yang istimewa pula yang
mengharuskan semua orang dari wilayah lain mengikutinya, karena keistimewaan
sebuah wilayah tidak memberinya pula keistimewaan untuk menjadi panutan.

Ibn Hazm bahkan menunjukkan ‘kelemahan’ Madinah, yakni terdapatnya

kelompok munafik (osisls 1,eY o oSy~ -24) yang disebut al-Qur’an sebagai
makhluk buruk (J&-Y 2,4 @ .8l 0)). Sebagaimana di kota-kota lain, di Madinah

juga terdapat orang fasik, pezina, peminum, dan lain-lain sehingga mustahil kita
harus mengikuti mereka. Kalaupun diakui bahwa di Madinah terdapat orang-orang
istimewa, apa bedanya dengan orang-orang istimewa dari wilayah lain ?*'

2. Dalil akal. Pertama; secara adat, orang-orang yang menetap di Madinah yang
mengetahui dan menyaksikan turunnya wahyu, mendengar tafsimya, serta paling
paham hal ihwal Rasul, mustahil menyepakati hal-hal yang tidak didasarkan pada

dalil yang kuat, sehingga hanya kebenaran yang muncul dari mereka. Inilah alasan

% Wahbah al-Zuhaily, Usi/ al-Figh, vol. 1, 509.
2! Tbn Hazm, al-Thkam, vol.4. 587.
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terkuat yang dipegang Ibn Hajib.? Alasan ini dibantah oleh al-Zuhaily.
Menurutnya, alasan tersebut dapat diterima jika para sahabat seluruhnya menetap di
Madinah. Faktanya, para sahabat berpencar ke berbagai wilayah, seperti ‘Ali b Abi
Talib, Ibn Mas’ud, Abu Musa al-Ash’ari, dan lain-lain. Sangat mungkin, mereka
memiliki dalil yang lebih unggul daripada dalil yang dikemukakan sahabat yang ada
di Madinah. Apalagi Nabi sendiri menyebutkan bahwa sahabatnya bagaikan bintang

yang harus diikuti tanpa membedakan di mana tempat tinggalnya sebagaimana

dalam hadis berikut:
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“Dari Ibnu *Abbas, Rasulullah’ saw bersabda :*’para sahabatku bagaikan bintang,
apapun teladan yang mereka lakukan, merupakan petunjuk bagimu”.

Kedua; ijtihad penduduk Madinah yang disepakati oleh mereka posisinya sama
dengan riwayat mereka, sementara ulama sepakat bahwa riwayat yang berasal dart
masyarakat Madinah lebih didahulukan daripada riwayat dari lainnya. Dengan
demikian, kesepakatan mereka merupakan hujjah. Alasan ini juga dibantah oleh al-
Zuhaily. Menurutnya, riwayat dan dirayat (ijtihad) tidak dapat dipersamakan. Acuan
riwayat adalah pendengaran (g¢lel) dan terjadinya peristiwa pada masa Nabi yang
disampaikan melalui penukilan, sementara ijtihad didasarkan pada pembahasan dan

analisis terhadap hukum dimana hal tersebut tidak berbeda karena berbedanya

22 .
Ibid. 510.
 Ibn Battah, a/-Tbanah al-Kubrd Ii Ibn Battah, vol.2, (Riyad: Dar al-Rayah, t.th.), 564.
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wilayah. Riwayat penduduk Madinah didahulukan sepanjang tidak menyalahi
riwayat yang lebih besar. Namun jika riwayat dari penduduk Madinah menyalahi
apa yang diriwayatlan oleh jumlah yang lebih besar, maka apa yang diriwayatkan
olen ulama dalam jumlah yang lebih besar yang harus didahulukan. Dengan
demikian, ukurannya adalah jumlah perawi, bukan wilayah.?*

Ketiga, sekalipun apa yang diamalkan masyarakat Madinah merupakan hasil
ijtihad, namun ijtihad mereka lebih utama dibandingkan hasil ijtihad yang lain sebab
dengan keistimewaan Madinah sebagai tempat turunnya wahyu, mereka lebih
paham terhadap maksud al-Qur’an sehingga hasil ijtihad mereka lebih sahih
dibandingkan hasil ijtihad lainnya.?

Ibn Hazm secara tegas menolak klaim bahwa penduduk Madinah lebih
memahami hukum Allah, sebab yang lebih paham terhadap hukum Allah adalah
para sahabat, sementara para sahabat tidak hanya menetap di Madinah. Klaim
bahwa orang Madinah adalah orang yang mengetahui hukum terakhir yang
ditetapkan Nabi sehingga mengetahui hukum-hukum yang di-nasakh juga tidak
dapat diterima, sebab sahabat sepert ‘Ali, Ibn Mas’ud, Anas b Malik (yang berada
di luar Madinah) dan lain-lain juga tidak dapat diragukan pengetahuannya.*®

Adapun kelompok yang berpendapat bahwa ‘amal ahl al-Madinah yang

bersumber dari ijtihad bukan hujjah, mengajukan beberapa alasan. Pertama; hasil
ijtthad merupakan hasil pemikiran. Sebagai hasil pemikiran, maka ijtihad bisa benar

dan bisa salah.

*bid., 510-511
% AR b Ahmad Ibnu Hazm, al-Ihkam 7 Ustl al-Ahkam, vol.4 | (Kairo: Dar al-Hadith, 1404), 585.
% 1bn Hazm, a/-Thkam, vol.4. 587.
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Kedua; hadis Nabi yang diriwayatkan Anas b Malik:

<

Vi e Y

% e
-‘dl

“Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada hal-hal yang menyesatkan”

Hadis tersebut secara tegas mengatakan bahwa kesepakatan yang sesat tidak akan
diambil oleh umat Nabi secara keseluruhan. Secara mafhum mukhalafah dapat dipahami
bahwa kesepakatan sesat dapat terjadi pada sebagian umat.

Alasan ini dibantah oleh al-Qarrafi. Ia kemudian mengajukan sebuah hadis Nabi

yang diriwayatkan Abu Hurairah:
M«,b_,xi\ e ‘ﬁ.’ﬁl 65..3_ LA_’{JLQJI 65:3 (f\;.g.:l.;j‘ i) QJE.} f_))j)i] ‘L;}.ﬂ\ :).‘(C’ 5;,2.1 Cu}:f»

“Saya diperintahkan terhadap sebuvah desa yang makan beberapa, desa yakni Yathrih
yaitu Madinah yang meniadakan (kesalahan) manusia, sebagaimana alat peniup api
menghilangkan kotoran (karat) besi”.

Hadis tersebut secara tersurat (mantug) menyebutkan bahwasanya Madinah
meniadakan semua kesalahan penduduknya. Berdasarkan kedua dalil di atas, terjadi
kontradiksi antara dua dalil. Dalil pertama, secara tersirat (mafhum mukhalafah)
melahirkan kesimpulan bahwa penduduk Madinah dapat melakukan kesalahan,
sementara dalil kedua secara tersurat (mantug) memberi kesimpulan bahwa penduduk

Madinah tidak akan melakukan kesalahan. Dalam teori usul figh, jika terjadi kontradiksi

antara mafhum dan mantug, maka mantug yang diunggulkan. Dengan demikian,

“Tonu Majah, Sunan Ibnu Majah, vol.5, (T.t.: Maktabah Abi al-Mu’afi, t.th.), 96.
* Malik b. Anas, Muwatta’ al-Iman» Malik, vol.2, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-* Araby, 1985), 887.

72



menurut al-Qarrafi, maka alasan kelompok pertama bahwa ijtihad penduduk Madinah
pasti benar sehingga menjadi hujjah, lebih kuat.”’

Pandangan di atas ditolak oleh jumhur ulama. Dalam pandangan jumhur, tidak
ada perbedaan antara penduduk Madinah dan selain Madinah. Mereka memiliki
kedudukan yang sama sehingga tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk mengikuti
kebiasaan masyarakat Madinah. Alasan yang dikemukakan jumhur adalah:

Pertama; seluruh ayat yang menyatakan keabsahan ijma’ sebagai dalil hukum
ditujukan terhadap seluruh umat, bukan terbatas pada masyarakat Madinah. Beberapa
ayat yang dikemukakan jumhur antara lain adalah Q.S. al-Bagarah [2]:143 ; Ali ‘Imran

[3}:110 ; al-Nisa’ [4]:114 ; Lugman [31]:15:
ogs 2800 Jo2 5,805 01 5 210gs 1489 lang B s8us S

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan
pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad)
menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...”

oy 5ty Kth o 0545 iy 0B A Es 2T T s
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada
yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...”

Fas ey g U Jg Gt oo 52 pEs G A G5 G s G JR B

Fraas Sozllg

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa
terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam
jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

*® Abu Zahrah, Malik, 267.
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“...dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah
kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Kedua; seandainya ijma’ Madinah merupakan dalil yang harus dijadikan sebagai
hujjah, tentunya hal tersebut akan diikuti oleh para tabi’in dan ulama sesudahnya.

Faktanya hal tersebut tidak dilakukan.*

C. Tingkat Kekuatan‘Amal Ahl al-Madinah sebagai Dalil Hukum
Berdasarkan berbagai argumen di atas, ‘amal ahl al-Madinah menempati posisi
yang sangat kuat dalam ijtihad Malik. Kedudukannya yang demikian kuat setidaknya
dapat diiihat dari dua hal. Pertama, ‘amal ahl al-Madinah memliki kedudukan Iebih
tinggi daripada khabar ahad. Kedua, jika terdapat kontradiksi antara dua dalil,
sebagaimana dua hadis atau dua kiyas dan tidak diketahui yang lebih kuat, maka yang
sejalan dengan praktek penduduk Madinah-lah yang dianggap lebih kuat. Berikut
penjelasan masing-masing:
1. Posisi ‘amal ahl al- Madinah dan khabar ahad
Secara bahasa, khabar berarti berita. Secara istilah, jumhur ulama berpendapat
bahwa khabar sama dengan hadis, yakni apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik
ucapan, perbuatan, fagrir, serta keadaannya. Istilah lain yang sinonim adalah sunnah

dan athar. Namun demikian, sebagian ulama membedakan keempat istilah tersebut.

* Imam Ahmad b. ‘AR al-Razi al-Jassas, a/-Fusil 7 al-Usul, vol. 3 (Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-
Shu’un al-Islamiyah Dawlat al-Kuwait, 1994), 319.

74



Sebagian ulama berpendapat bahwa khabar adalah yang berasal dari selain Nabi,
sementara athar adalah perkataan para ulama salaf, baik sahabat, tabi’in, dan ulama
sesudahnya. Adapun sunnah adalah semua riwayat yang berasal dari Nabi yang
diriwayatkan secara mutawatir.*’

Istilah khabar ahad yang disebut oleh Malik memiliki kedudukan lebih rendah
dari ‘amal ahl al-Madinah adalah semakna dengan hadis sebagaimana pendapat
jumhur, yakni yang berasal dari Nabi. Jika istilah khabar ahad yang dimaksud oleh
Malik dipahami sebagai “riwayat yang berasal dari selain Nabi” jelas tidak tepat.
Pertama, pendapat dari selain Nabi bukan merupakan dalil hukum yang mengikat bagi
umat Islam sehingga tidak akan melahirkan perdebatan, sekalipun diposisikan di bawah
‘amal ahl al-Madinah. Kedua, keabsahan khiyar majlis misalnya, ternyata
diriwayatkan berasal dari Nabi, namun kemudian dianulir oleh Malik karena
bertentangan dengan ‘amal ahl al-Madinah. Karena berasal dari Nabi, berarti istilah
khabar ahad yang dimaksud adalah hadis. Ketiga, dalam beberapa bagian, Malik
menyebutnya dengan istilah sunnah atau hadis. Dalam penelitian ini, istilah khabar
juga digunakan secara bergantian dengan sunnah dan hadis, berdasar pendapat jumhur
bahwa istilah-istilah tersebut memiliki makna sama.

Ditinjau dari segi jumlah perawi, hadis terbagi menjadi tiga, yaitu mutawatir,
masyhur dan ahad. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang
mustahil sepakat dusta, mulai dari tingktan (tabaqah) pertama hingga terakhir.

Sementara hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang namun

31 M. Syuhudi Ismail, Pengantar llmu Hadis, (Bandung: Angkasa, 1991), 1-14. Lihat juga Fatchur Rahman,
lkhtishar Mushthalahul Hadits, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1991), 13.
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tidak mencapai jumlah mutawatir pada tingkatan pertama, namun pada tingkatan di
bawahnya mencapai jumlah mutawatir. Adapun ahad adalah khabar/hadis yang
diriwayatkan oleh satu orang dalam setiap tingkatan.*”

Sebagian ulama membagi hadis menjadi dua, yakni mutawatir dan ahad dan
memasukkan masyhur pada kategori ahad. Berdasarkan versi kedua ini, maka hadis
ahad terbagi menjadi dua, yakni masyhur dan ghair masyhur yang terbagi menjadi
‘aziz dan gharib. Hadis masyhur adalah yang diriwayatkan oleh sejumlah orang lebih
dari dua, namun tidak mencapai mutawatir, sementara hadis ‘aziz, diriwayatkan oleh
dua orang dalam setiap tabagah atau dalam tabagah tertentu, sedangkan hadis gharib
diriwayatkan oleh satu orang.*

Dalam analisis Abu Zahrah, hadis ahad yang dimaksudkan oleh Malik memiliki
kedudukan lebih rendah daripada ‘amal ahl al- Madinah adalah hadis yang tidak
mencapai mutawatir atau pun masyhur sebagaimana telah dijelaskan dalam bab
sebelumnya. Dengan demikian, ia bisa hadis gharib atau ‘aziz. Analisis Abu Zahrah
cukup tepat berdasar beberapa alasan. Pertama, jika sebuah hadis termasuk dalam
kategori masyhur, maka ia berarti dikenal luas di beberapa kalangan, bisa masyhur di
kalangan ahli hadis saja, ulama figh, ahli usul, ahli nahwu atau dikenal luas di kalangan
ulama dan masyarakat sekaligus.34 Artinya, ia bisa juga dikenal luas di tengah
masyarakat Madinah. Kedua, dengan posisinya sebagai hadis yang sudah dikenal luas,

sangat tidak logis jika Malik mengharuskan syarat penerimaan hadis masyhur adalah

*2Sa’d b Abdillah al-Hamid, Sharh Nukhbat al-Fikr, vol. 1, (T.t.: t.p., t.th.), 84.

* Nur al-Din Abu al-Hasan al-Harawi al-Hanafi, Sharh Nukhbat al-Fikr {7 Mustalah Ahl al-Athar, vol.1,
(Beirut: Dar al-Arqam, t.th.), 209. Lihat juga Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, 132 dst.

* Mahmid al-Tahhan, Taisir Mustalah al-Hadith, (Surabaya: Shirkah Bungkul Indah, t.th.), 24-5.
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sejalan dengan ‘amal ahl al-Madinah. Ketiga, dalam perdebatan tentang keabsahan
khiyar majlis, jumhur ulama yang meng-kritik Malik beralasan bahwasanya pada
dasarnya hadis tentang khiyar majlis tidak hanya diriwayatkan dari satu jalur,
melainkan dari berbagai jalur sehingga mencapai derajat masyhur. Hanafiyah secara
tegas mengatakan bahwa kekuatan hadis mayhur sebagai dalil hukum menyerupai
kekuatan mutawatir.

Istilah khabar ahad tersebut juga tidak mungkin dimaksudkan adalah hadis
‘aziz. Pertama, jika yang dimaksudkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang
dalam setiap tingkatan, pada dasarnya hadis semacam itu secara faktual sulit ditemukan.
Namun jika yang dimaksud hadis ‘aziz adalah hadis yang pada tabagah tertentu
diriwayatkan dua orang sementara dalam fabagah lain diriwayatkan oleh banyak orang,
hadis semacam ini di satu sisi posisinya bisa disebut sebagai hadis masyhur.*’

Dalam pandangan jumhur, hadis ehad, baik masyhur, ‘aziz, maupun gharib
yang berkualitas sahih wajib diamalkan. Menurut mereka, hadis jenis ini merupakan
hujjah dan berkekuatan zanni>® Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa dalam
masalah akidah-pun hadis ahad dapat dijadikan sebagai hujjah,*” sepanjang tidak
menyangkut prinsip-prinsip akidah yang menyebabkan kafir bagi pelanggarnya,
melainkan yang menyangkut hal-hal yang tidak berdampak bagi keimanan seseorang,
seperti cerita peristiwa lampau, atau yang akan datang, rincian hari akhir, dan lain-lain.

Dalam hal seperti ini ulama sepakat tidak harus didasarkan pada riwayat mutawatir,

» Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, 150. Lihat juga Fatchur Rahman, /khtishar Mushthalahul Hadits,

74.

% ‘Umar Hashim, Qawa’id Usil al-Hadith, (T t.: Dar al-Fikr, t.th.), 153.
3 Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, 158.
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sepanjang riwayat tersebut sahih.**Adapun syarat hadis sahih adalah rawinya adil,
sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak ber- #/lat, dan tidak janggal.®

Di antara alasan jumhur atas keabsahan khabar ahad sebagai dalil hukum adalah
riwayat tentang perubahan kiblat sebagaimana disebutkan dalam al-Muwatta’:

B Jgoy O JB T paslr 3 el B b sl ol Loy JB &l s o il we 0
ColSy Wghizald LSl Judrey OF ol u35 013 A ade Jpi B Wk 5 ade i o

RS ) gylzald oLl J) egagmg
“Dari Abdullah b ‘Umar berkata, “ketika manusia salat subuh di Quba’, datanglah
seseorang berkata, “Rasulullah telah menerima wahyu malam ini yang memerintahkan
untuk menghadap ka’bah. Seketika orang-orang yang sedang menghadap Syam, segera
beralih menghadap ka’bah”.

Berdasarkan riwayat di atas, dapat disimpulkan bahwa berita yang disampaikan
satu orang dapat dijadikan hujjah, terbukti berita perubahan kiblat yang disampaikan
oleh satu orang tersebut diterima dan orang-orang seketika merubah arah kiblatnya.*'

Berbeda dengan pandangan jumhur, Malik mempersyaratkan bahwa
hadis/khabar ahad dapat diterima sepanjang tidak menyalahi ‘amal ahl al- Madinah,
karena ‘amal ahl al-Madinah menyerupai dalil mutawatir, sebab praktek yang mereka
jalankan dinukil dari Nabi dengan periwayatan yang mutawatir sehingga menghasilkan

kepastian (gat ’).*? Dengan demikian, jika terjadi pertentangan antara khabar ahad dan

3 Muhammad Husain al-Dhahabi, a/- Tafsfr wa al-Mufassirin, vol. 2 (T.t.: t.p., t.th.), 550.
% Fatchur Rahman, Jkhtishar Mushthalahul Hadits, 96.

“® Malik b Anas, al-Muwatta’, vol.1 , 195.

** "Umar Hashim, Qawa’id Usal al-Hadith, 155.

2 Mahir Yasin Fahl, Athar ‘Ilal al-Hadith 13 Tkhtilaf al-Fugaha ', vol. 5, (T t.: t.p,, t.th.), 37.
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‘amal ahl Madinah, berarti terjadi pertentangan antara dalil mutawatir dengan dalil
zanni (khabar ahad) sehingga dalil mutawatir yang harus didahulukan.*

Oleh sebab itu, Malik menolak keabsahan khiyar majlis sekalipun dia juga
meriwayatkan hadis tersebut, dengan alasan hadis dimaksud bertentangan dengan

praktek yang berlaku di kalangan masyarakat Madinah, lewat ucapannya: “kami tidak

mengamalkan ini (Uae Jealt ia e u~:JJ)”.‘M

Sikap ini mendapat kritik tajam dari Ibn al-Qayyim. Menurutnya, sikap tersebut
menyalahi sikap para sahabat. Ia kemudian menunjukkan sikap ‘Umar b Khattab,
dimana Khalifah kedua tersebut justru mengamalkan hadis Nabi sekalipun tidak
dipraktekkan oleh masyarakat Madinah. Suatu ketika Khalifah mendapat surat dari al-
Dahhak''b. ‘Sufyan “al<Kalabt bahwasanya ‘Rasulullah “ menétapkan isteri® Ashyarn"al:

Dababi sebagai penerima waris dari diyat suaminya ( &> o+ @bl sl 300 &)y 1 g,y O
L>3;). Berdasarkan hadis tersebut, ‘Umar menetapkan bahwa isteri adalah pewaris dari

diyat suaminya.*

Jika ‘amal ahl al-Madinah menjadi hujjah, berarti seluruh masyarakat di wilayah
lain harus mengikuti masyarakat Madinah dan tidak boleh berbeda dengan ‘amal ahl al-
Madinah, sebab jika praktek yang mereka lakukan lebih didahulukan daripada sunnah,
apalagi bila dibandingkan dengan praktek masyarakat di wilayah lain. Dalam

kenyataannya, tidak ada pernyataan dari para Khulafa’ al-Rashidin yang

> Abn Zahrah, Malik, 265-266.

“ lyad b Nami b ‘Aud al-Silmi, Usi/ al-Figh al-ladh7 14 yasa® al-Fagih Jahlah, vol. 1, (Riyad : Dar al-
Tadmiriyah, 2005), 138.

* Ibn al-Qayyim, /’/2m al-Muwaqqiin, vol. 2, 363-4.
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memerintahkan hal tersebut, serta tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya

mereka mengamalkan hal itu. Fakta di atas justru menunjukkan bahwa ‘Umar bertindak

sebaliknya. *°

Musa Tuwana punya analisis berbeda. Ia menduga mungkin sikap Malik ini atas
dasar pemikiran bahwa tidak masyhumya sebuah hadis di Madinah merupakan
indikator bahwa hadis dimaksud tidak bersumber dari Nabi.*’

Sikap Malik terkait dengan hubungan antara ‘amal ahl al-Madinah dengan
khabar ahad memang menjadi perdebatan yang cukup panas di kalangan ulama. Posisi
khabar ahad terkait dengan ‘amal ahl ai-Madinah adalah sebagai berikut:

1. Khabar ahad yang sejalan dengan ‘amal ahl al-Madinah. Dalam hal ini, maka ‘amal
ahl al-Madinah berfungsi memperkuat kesahihan khabar ahad sehingga ia wajib
diamalkan, sepanjang ‘amal ahl al-Madinah tersebut diperoleh melalui jalan riwayat.
Namun jika diperoleh melalui ijtihad, maka ia berfungsi sebagai murajjih
(menyeleksi/menilai yang lebih kuat).

2. Khabar ahad yang berbeda dengan ‘amal ahl al-Madinah. Jika khabar ahad
menyalahi ‘amal ahl al-Madinah, sepanjang ‘amal ahl al-Madinah tersebut
bersumber dari riwayat yang diamalkan secara terus menerus, maka khabar ahad
ditinggalkan seperti ukuran tentang sa' dan mud serta zakat sayur-sayuran. Namun
jika ‘amal ahl al-Madinah bersumber dari ijtihad, maka khabar ahad yang harus
dimenangkan menurut jumhur, kecuali bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma’

yang berasal dari ijtihad adalah hujjah. Sementara itu, sebagaimana penjelasan di

46 .
Ibid.
¥ Musa Tuwana, al-Jjtihad wa Mada Hajatina ilaib fi hadha al-‘asr, 70.

80



atas, Malik menetapkan ‘amal ahl al-Madinah sebagai hujjah, baik bersumber dari
riwayat maupun ijtihad.

3. Tidak ada praktek di kalangan masyarakat Madinah baik yang sejalan atau yang
bertentangan dengan khabar ahad. Dalam hal ini, maka khabar ahad harus dijadikan
sebagai acuan.*®

Ibn Hazm menolak pandangan di atas. Dalam pernyataannya, ia berkata, hadis
ahad yang berkualitas sahih, sebelum ia diamalkan, apakah ia batal ataukah benar? Jika
jawabannya benar, maka kebenaran itu bersifat mutlak, baik diamalkan oleh masyarakat
Madinah atau tidak. Artinya, praktek yang dilakukan penduduk Madinah tidak akan
menambah derajat kesahihan hadis tersebut, sekaligus tidak mengurangi kesahihannya
jika ditinggalkan oleh masyarkat Madinah. Sebaliknya, jika jawabannya batal, maka
praktek masyarakat Madinah tidak akan membalik derajat hadis tersebut.*’

Imam Shafi’i adalah salah seorang murid Malik yang meng-kritik secara keras

teori tersebut. Menurutnya, khabar ahad adalah asal (aii 3 Jof 5= J) sehingga tidak

membutuhkan dalil lain untuk memperkuatnya.’® Ia menjadi hujjah dengan dirinya
sendiri, bukan karena praktek yang dilakukan siapapun setelahnya. Oleh sebab itu,
suatu amal yang dilakukan oleh seseorang jika ternyata menyalahi hadis Nabi, maka

amal itu harus ditinggalkan, bukan sebaliknya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan

“® Ibn al-Qayyim, /°Jam al-Muwagqgqi ‘n, vol. 2, 373-4
“ Mahir Yasin Fahl, Athar ‘Ilal al-Hadfth, vol.\ , 5Yev
*0 Shafi’i, a/-Risalah, 384.

81



bahwa sahabat meninggalkan hadis karena berbeda dengan praktek yang terjadi di
tengah masyarakat.>’
Disamping hadis tentang perubahan kiblat, Shafi’i juga mengajukan sebuah

riwayat yang disampaikan oleh Malik dalam al-Muwatta’:

S s Mg I3 s drgd Oliasy B ol g9 aifjal |3 Yry Ot Jly o sthas e
W s S W 5 ke o 1 gh Rades of e cdortd i3 oo 4 Jlos wil el
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“Dari ‘Ata’ b. Yasar bahwasanya seseorang mencium isteri sedang dia dalam keadaan
berpuasa, kemudian dia memerintahkan istrinya untuk bertanya. Istrinya itu kemudian
menanyakan hal tersebut pada Umi Salamah. Umi Salamah mengatakan pada wanita
itu bahwasanya Nabi juga melakukan hal serupa. Ketika disampaikan kepada
suaminya, suaminya marah dan memerintahkan istrinya untuk kembali bertanya. “Kita
int beda dengan Rasul. Bisa saja Allah menghalalkan kepada Rasul apa yang
diharamkan pada kita atau sebaliknya”, kata suaminya. Ketika wanita itu kembali,
ternyata Rasul sedang bersama Umi Salamah. Setelah menyampaikan masalahnya,
beliau bertanya kepada Umi Salamah, “apa engkau tidak sampaikan bahwa aku
melakukan hal serupa ?”. “Sudah, tapi suaminya berkata, ‘kita ini beda dengan Rasul.
Bisa saja Allah menghalalkan kepada Rasul apa yang diharamkan pada kita atau
sebaliknya’. Rasul marah dan bersabda,”demi Allah saya adalah orang yang paling
bertakwa dan paling mengetahui hukumnya”.

*! Shafi"i, al-Risalah, 424.
*2 Malik b. Anas, Muwatta’, vol.1, 291.
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Menurut Shafi’i, pernyataan Nabi, “apa engkau tidak sampaikan bahwa aku
melakukan hal serupa ?”” menunjukkan bahwa berita dari Umi Salamah seorang diri,
cukup untuk dapat diterima.>*

Disamping harus sejalan dengan ‘amal ahl al-Madinah, ulama Malikiyah juga
mempersyaratkan bahwa khabar ahad harus sejalan dengan kaidah umum. Menurut
kesimpulan Mahir Yasin dalam bukunya Athar ‘llal al-Hadith fi ikhtilaf al-Fugaha’,
para ulama mutagaddimin tidak mempersyaratkan bahwa khabar ahad dapat diterima
jika tidak menyalahi kaidah umum, karena kaidah-kaidah tersebut digali dari dalil-dalil
al-Qur’an dan sunnah. Oleh sebab itu, kaidah-kaidah tersebut pasti sejalan dengan
kandungan nass. Hanya saja ulama Malikiyah kemudian menetapkan bahwa syarat
diterimanya khabar ahad adalah jika tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum.
Jika bertentangan dengan kaidah-kaidah umum maka khabar ahad tidak dapat

diamalkan. Ibnu ‘Arabi, seorang ulama Malikiyah menjelaskan sikap Malik lewat

pernyataannya:

&y Josy &) delpd By sl 13) doigh o OF B el ol

“Menurut dasar-dasar (ijtthad) Malik, khabar ahad tidak diamalkan jika menyalahi
kaidah umum”.

Akibat dari perbedaan pandangan ini dapat dilihat dalam kasus hukum orang
yang makan dan minum karena lupa pada saat puasa. Jumhur ulama yang terdiri dari

Hanafiyah, Shafi’iyah, Hanabilah, Zahiriyah, Zaidiyah, Imamiyah berpendapat bahwa

*3 Shafi’i, al-Risalah, 406.
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puasanya sah. Sementara itu, Malikyah dan kelompok Qasimiyah dari madhhab
Imamiyah berpendapat bahwa puasanya batal. Alasan jumhur adalah hadis Nabi:

BB o 5 a8l 8T ) ey e A o i O J6 2 J6 ¢ 3
MéLZ_uj e

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:”jika salah satu di antara kalian makan atau
minum karena lupa, maka sempurnakanlah puasanya, sesungguhnya Allah-lah yang
telah memberinya makan dan minum”.

Hadis tersebut secara jelas menyatakan bahwa orang yang berpuasa kemudian
makan dan minum karena lupa, maka puasanya tidak batal, baik puasa wajib maupun
sunnah, karena teks hadis tidak membatasi jenis puasa tertentu.

Argumentasi ini ditolak oleh kelompok Malikiyah. Menurut mereka, hadis di atas

merupakan hadis' dhaa' yang menyalahi kaidah umum, yakni:

Shgledl U B Sh Y Ol

“Lupa tidak berpengaruh dalam persoalan-persoalan yang diperintahkan”

Menurut Ibn ‘Arabi, syarat sahnya puasa adalah tidak makan dan minum. Jika
syarat tersebut tidak terpenuhi secara otomatis puasanya batal, sebagaimana batalnya
wudu’ seseorang yang berhadas, baik sengaja atau tidak, karena dua hal yang
bertentangan tidak mungkin disatukan. Oleh sebab itu, hadis itu harus dipahami khusus
untuk puasa sunnah karena tidak ada penjelasan bahwa hal itu berlaku untuk puasa

Ramadan. Atau maksud hadis adalah orang yang lupa itu tetap harus menyempurnakan

* Ibnu al-*A’rabi, Mu’jam Ibn al-A’rabi, vol.1, (T.t.: t.p., t.th.), 234.
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puasanya pada saat itu, dan dia tidak dosa, namun dia tetap harus menggantinya di hari
lain.
Pendapat ini dibantah oleh jumhur. Dalam beberapa hadis lain disebutkan bahwa

puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan, diantaranya:
ByUS" Yy ke sLad Y5 ( Ll Olias) g5 B bl o Legdie  B35h o oo

“Dari Abu Hurairah—dihukumi marfu’--, “barang siapa yang berbuka saat Ramadan
karena lupa, maka ia tidak wajib meng-qada’ dan tidak wajib membayar kaffarat”.
Disamping itu, hal itu sejalan dengan prinsip tashri’ dan ijtihad bahwa mukallaf tidak
akan dihukum dalam hal yang berkaitan dengan hak Allah kecuali yang dilakukannya
secara sengaja.’’
2. ‘Amal Ahl al-Madinah sebagai Murajjih

Malikiyah menetapkan jika terdapat kontradiksi antara dua dalil, sebagaimana dua
hadis atau dua kiyas dan tidak diketahui yang lebih kuat, maka yang sejalan dengan
praktek penduduk Madinah-lah yang dianggap lebih kuat. Dalam hal ini, Shafi’i juga
sejalan dengan Malik. Berbeda dengan Malik dan Shafi’i, Hanafi menolak pendapat
tersebut. Dalam pandangannya, praktek penduduk Madinah tidak dapat dijadikan
sebagai alat ukur untuk menilai kekuatan sebuah dalil.

Sementara itu, di kalangan Hanabilah terdapat dua pendapat, sebagian

menyatakan bahwa praktek penduduk Madinah dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk

menilai kekuatan sebuah dalil, sementara kelompok kedua berpendapat sebaliknya.

*> Mahir Yasin Fahl, Athar ‘llal al-Hadith, 1, 260.
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Sebuah riwayat menyatakan bahwa Imam Ahmad berkata:”jika penduduk Madinah
mengamalkan suatu hadis, maka hal itulah yang menjadi tujuan”.’®

Ibn al-Qayyim al-Jawziyah (w. 751), merupakan salah seorang ulama Hanabilah
yang secara tegas menolak menjadikan ‘amal ahl al-Madinah sebagai alat ukur untuk
menilai sunnah. Dalam pandangannya, sunnah-lah yang seharusnya dijadikan sebagai
alat ukur untuk menilai keabsahan sebuah praktek hukum. Menurut Ibn al-Qayyim,
tidak ada wilayah manapun yang memiliki ‘ismah (terlindungi dari kesalahan). Ia
mengakui bahwa sahabat-- yang sebagian menetap di Madinah-- adalah orang yang
paling memahami ajaran Islam karena mereka menyaksikan turunnya wahyu dan
mendampingi Nabi hampir dalam seluruh waktunya. Persoalannya adalah, para sahabat
tidak hanya menetap di Madinah. Mereka sudah berpencar dalam berbagai wilayah
seperti Kufah, Basrah, Syam, dan lain-lain seperti ‘Ali b Abi Talib, Ibn Mas’ud, Abu
Musa, ‘Ubadah b Samit, Abu al-Darda’, ‘Amr b ‘As, dan lain-lain. Hampir 300 orang
sahabat berpindah ke Kufah, Basrah dan wilayah lain. Bagaimana jika terjadi perbedaan
antara sahabat yang menetap di Madinah dengan yang menetap di luar Madinah ?
Apakah yang menetap di luar Madinah harus mengikuti mereka yang menetap di
Madinah ? Jika praktek mereka (masyarakat Madinah) sejalan dengan sunnah, tentu
saja hal tersebut merupakan hujjah yang harus diikuti.’’ Namun demikian, posisinya
adalah sebagai sunnah, dan sunnah Nabi wajib diamalkan oleh siapa pun baik

58

masyarakat Madinah maupun bukan.”® Namun jika bertentangan dengan sunnah,

*¢ Zakariya b. Ghulam Qadir al-Bakistani, ‘Usi/ al-Figh ‘ala Manhaj Ahl al-Hadith, vol.1(T.t.: t.p., t.th.),
£y,
*” Ibn al-Qayyim, A "/am al-Muwaqqi’in, vol.2, 361-2.
58 .
Ibid.
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bagaimana mungkin meninggalkan sunnah dan mengamalkan praktek dari orang-orang
yang tidak maksum ? *°
Ibn Hazm (w.456), seorang ulama Dhahiri memperkuat pandangan ini.
Menurutnya, jika terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu persoalan, maka satu-
satunya rujukan bagi umat Islam adalah al-Qur’an dan sunnah, bukan ‘amal ahl al-
Madinah atau yang lain. Dasar argumen Ibn Hazm adalah Q.S. al-Nisa’ 4:59:
S ashh sect B A BB oK S Jofy Jph vsaely i igael 15T il i g
Sagli fesly 73 N3 T o3y dly D5 L85y Yy b
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan u/il amri
di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimuj dan lebih baik akibatnya".

Dalam analisisnya, Ibn Hazm mengatakan bahwa ayat tersebut secara jelas
menunjukkan bahwa haram hukumnya seseorang merujuk kepada apa pun atau siapa
pun jika terjadi suatu perselisihan, kecuali kepada al-Qur’an dan sunnah. Merujuk
kepada seseorang atau sebagian orang merupakan pembangkangan terhadap perintah

Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Apalagi perintah merujuk kepada

Allah dan Rasul dalam ayat tersebut dikaitkan dengan keimanan ( AUL N} 3133 (.’_)< o]

NI

*° Ibid.
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Sekalipun sahabat Abu Bakar, ‘Umar dan ‘Uthman berada di Madinah, namun
banyak sahabat lain yang menjadi kepala daerah di berbagai wilayah seperti Mekkah,
Basrah, Kufah, Mesir, dan Syam. Mustahil bahwasanya ajaran-ajaran Islam tersebut
tidak diajarkan di wilayah-wilayah lain kecuali di Madinah.*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa teori ini muncul atas
asumsi bahwa ‘amal ahl al-Madinah merupakan sunnah atau setidaknya menduduki
posisi sebagai sunnah yang diriwayatkan secara mutawatir, atau sebagai ijma’ yang
oleh sebab itu menempati posisi sebagai dalil gat’l, karena praktek masyarakat
Madinah merupakan kristalisasi dari ajaran Rasul yang dilakukan secara turun
temurun. Inilah basis metodologis teori ‘amal ahl al-Madinah. Dengan posisinya
sebagai dalil mutawatir, maka otomatis ia mengalahkan dalil lain yang tidak gat7,
sepesrti kiyas dan lain-lain.

Ibn al-Qayyim mengemukakan sebuah teori tentang terbentuknya ‘amal ahl al-
Madinah. Menurutnya, pasca Khulafa’ al-Rashidin, pada dasarnya praktek hukum di
kalangan masyarakat muslim di Madinah sangat bergantung pada mufti, penguasa, serta
para pengawas pasar. Dalam hal ini, jika seorang mufti telah mengeluarkan fatwa,
penguasa akan menjalankannya serta diawasi oleh para pengawas pasar, dimana hal itu
akan dipatuhi oleh masyarakat. Maka terjadilah sebuah praktek hukum yang diamalkan
oleh masyarakat."'

Hal seperti ini sebenarnya juga terjadi pada wilayah lain. Sebuah wilayah yang

menganut madhhab Hanafi, maka pendapat Hanafi itulah satu-satunya yang akan

55.

 Abi Muhammad ‘Ali b. Ahmad b Sa’id b Hazm al-Andalusi, a/-Muhallz, vol. 1, (T.t.: Dar al-Fikr, t.th.)

®! Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, A Jam al-Muwaqqi’in, vol.2, 375.

88



dijadikan sebagai rujukan umat Islam di wilayah tersebut. Jika terdapat orang yang
mengamalkan pendapat imam lain, pasti akan mendapat celaan dari masyarakat
setempat. Demikian juga suatu wilayah dimana hanya ada pendapat Malik, maka
pendapat Malik itulah yang akan dijalankan oleh masyarakat. Jika ada pendapat lain
yang berbeda, akan muncul penolakan yang amat keras dari masyarakat. Itulah
sebenarnya yang membentuk praktek hukum di Madinah dan wilayah-wilayah lain.
Oleh sebab itu, sebenarnya tidak ada perbedaan dan keistimewaan antara satu wilayah
dengan wilayah lain. Ukurannya adalah apakah praktek hukum tersebut sejalan dengan
sunnah atau tidak. Bukan apakah berasal dari Madinah atau bukan.

Menurut Ibn al-Qayyim di Madinah-pun terbukti terjadi ‘penyimpangan’ atas
sunnah. Ia menunjukkan beberapa contoh ‘penyimpangan’ yang terjadi di Madinah. Ibn
‘Umar menjalankan khiyar majlis yang tidak diingkari oleh sahabat lain dan praktek
tersebut berjalan hingga era tabi’in. Sa’id b Musayyab, seorang tokoh mereka juga
mengeluarkan fatwa tentang keabsahan khiyar majlis, namun di era Rabi’ah dan
Sulaiman b Bilal, praktek yang terjadi adalah sebaliknya. Pada masa Nabi, Nabi selalu
mengangkat tangan saat ruku’ dan bangun dari ruku’ yang berlangsung terus di masa
sahabat. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Ibn Umar memukul orang yang
salat tanpa mengangkat tangannya saat ruku’ dan praktek itu berlangsung hingga era
tabi’in, namun berubah di era ini. Hal tersebut menunjukkan adanya ‘penyimpangan’

praktek Madinah atas sunnah.®

*2 Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, A "/am al-Muwagqi‘in, vol.2, 375-6.
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Dari pernyataan Ibn al-Qayyim di atas, setidaknya ada dua hal yang bisa
disimpulkan. Pertama, praktek hukum yang dijalankan masyarakat Madinah bisa
bersumber dari hasil ijtihad yang ‘ternyata’ tidak selalu sejalan dengan sunnah atau
praktek sahabat. Sebagai sebuah hasil ijtihad, maka ia tidak bersifat mengikat bagi
seluruh umat Islam. Kedua, ukuran untuk menerima sesuatu sebagai hukum adalah
kesesuaiannya dengan sunnah, bukan siapa yang menetapkan atau mempraktekkan.

Muncul pertanyaan, mengapa Malik begitu ‘Madinah sentris’ hingga
menelurkan teori ‘amal ahl al-Madinah ? Sebagaimana telah dipaparkan di atas,
hampir seluruh hidup Malik dihabiskan di Madinah. Ia belajar pada tokoh-tokoh
terkemuka Madinah, seperti Shihab al-Din al-Zuhri (124 H), Rabi’ah bin Abi ‘Abd al-
Rahman Farukh al-Ra’y (136 H), dan lain-lain. Sejak ibu kota negara berpindah ke
Damaskus pada masa Umayyah kemudian ke Baghdad pada masa Abbasiyah, Madinah
relatif sepi dari berbagai pergolakan politik. Penduduk Madinah adalah tipologi
penduduk yang lebih menyukai hidup dalam suasana tenang. Karena itu, Madinah di
masa hidup Malik, yakni masa Umayyah sampai pertengahan Abbasiyah adalah sebuah
kota yang penuh dengan para penyair, ulama’, dan tokoh-tokoh zuhud. Mereka lebih
berkonsentrasi pada upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt, mempelajari al-Qur’an,
hadis|, serta pengetahuan agama lainnya, ketimbang ikut berkecimpung dalam
panasnya dunia politik. Malik sendiri juga tidak berkecimpung dalam dunia politik,
tapi juga bukan seorang oposan. la bahkan salah satu dari sekian ulama’ yang dekat

dengan penguasa.®’

8 “Uwaydah Malik, 29-44.
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Sebagai kota tempat Nabi membangun masyarakat Islam, tentu Madinah
merupakan kota istimewa. Madinah dipilih sebagai tempat hijrah, tempat turunnya
wahyu, dan tempat Nabi menyampaikan dan mengamalkan ajaran Islam. Menurut
pandangan banyak pakar ilmu politik, Madinah adalah negara Islam pertama yang
menjadikan Islam sebagai dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.® Posisinya
sebagai pusat pemerintahan Islam terus berlanjut hingga era Khulafa’ al-Rashidin
sebelum kemudian pusat pemerintahan berpindah ke Damaskus.

Dalam kitabnya al-Muwatta’, Malik meriwayatkan beberapa hadis Nabi yang
menyebutkan betapa Madinah memiliki tempat yang istimewa. Berikut beberapa

hadis tentang Madinah yang diriwayatkan Malik:
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“Dari Anas b Malik, sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Ya Allah, berkahilah
timbangan mereka, dan berkahilah sa’ dan mud mereka, yakni penduduk Madinah”.

s g adhe B oo 0V Jgy J1 & g5 et Jof 1Ty 151 uldh 0187 JB it B8 ol e
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“Dari Abu Hurairah, ia berkata, jika orang-orang melihat kurma pertama, mereka

membawanya kepada Rasulullah. Jika Rasul mengambilnya, beliau berdoa,”Ya Allah,
berkahilah kami dalam kurma kami, kota kami, ukukan sa’ kami dan mud kami. Ya

 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: Ul Press, 1993), 10.
65 .

Ibid., 884.
* Ibid.
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Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambaMu, kekasihmu, dan NabiMu, dan aku juga
hambaMU dan NabiMU. Sesungguhnya ia berdoa untuk Makkah dan aku berdoa untuk
Madinah sebagaimana ia mendoakan Makkah”. Kemudian beliau memanggil anak
terkecil yang beliau lihat dan memberikan kurma itu padanya”.

ygdalt o Al 2 5 Y J\.éw,w&\w&\‘)y)wq&w}f&;emy
Ve L gl V) s 12

“Dari Hisham, dari ‘Urwah dari ayahnya, bahwa Rasulullah bersabda, “seseorang tidak
keluar dari Madinah dengan rasa benci kecuali Allah menggantinya dengan yang lebih
baik”.
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“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “ Di atas puncak Madinah terdapat
Malaikat sehinggal Dajjal dan 7a un tidak akan memasukinya’.
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“Dari Hisham b ‘Urwah dari ayahnya bahwa Rasulullah muncul/tampak pada beliau
seseorang, kemudian beliau bersabda, “ini gunung, dia mencintai kami dan kami
mencintainya”.
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“Dari Jabir b. ‘Abdillah al-Ansari, Rasulullah bersabda : “ Sesungguhnya Madinah itu

seperti alat peniup api yang menghilangkan kotoran (kesalahan), dan memutihkan
(memurnikan) keharuman/kebajikannya”.

* Ibid., 887.
® |bid., 892.
® Ibid., 893.
7° Malik b. Anas, Muwatta’ al-Tmam Malik, vol.2, (Mesir: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi , t.th.), 886.

92



Dari riwayat-riwayat yang disampaikannya menunjukkan bahwa Malik
memiliki penilaian yang amat istimewa terhadap Madinah. Di sisi lain, fakta sejarah
memang menunjukkan bahwa ajaran Islam menjadi dasar kehidupan di sana. Dari segi
ini, dapat dipahami jika Malik kemudian menempatkan tradisi masyarakat Madinah
dalam posisi yang sangat terhormat dan menjadikannya sebagai sebuah dalil hukum.
Logika Malik, tradisi Madinah adalah tradisi Islam yang diwarisi dari Nabi yang
diamalkan secara turun temurun sehingga menempati posisi mutawatir.

Persoalannya adalah, ajaran Islam yang diamalkan masyarakat Madinah—
sebagaimana masyarakat lain-- ada yang bersumber dari riwayat, namun ada yang
bersumber dari ijtihad. Sebagaimana dijelaskan A Wahhab Khallaf, pasca wafatnya
Nabi, sahabat dihadapkan pada berbagai persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci
dari al-Qur’an ataupun sunnah sehingga sahabat melakukan ijtihad.”' Jika sumbernya
adalah ijtihad, maka tentu kedudukan ijtihad menjadi relatif sekalipun ia diikuti oleh
masyarakat Madinah. Hasil ijtihad sahabat pun juga bisa saja berbeda antar satu
sahabat dengan sahabat yang lain. Fakta sejarah juga menunjukkan beberapa
perubahan keputusan hukum yang dilakukan sahabat, semisal jatuhnya talak tiga
dengan sekali ucapan di era ‘Umar, padahal hingga Abu Bakar serta dua tahun di awal
pemerintahan ‘Umar dianggap jatuh satu.”> Hal tersebut menunjukkan betapa
relatifnya hasil sebuah ijtihad. Dengan demikian ijtihad masyarakat Madinah-pun

juga bersifat relatif tingkat kebenarannya.

"I A Wahhab Khallaf, 7im Usul al-Figh, (T.t.: al-Dar al-Kuwaitiyah, 1968),15.
7> Wahbah al-Zuhaily, a/-Tafsir al-Munir, vol.2 , (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1418), 340.
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Namun jika melihat logika yang dilontarkan Malik, berarti ia menempatkan
seluruh tradisi masyarakat Madinah sebagai sunnah, setidaknya menempati posisi
sebagai sunnah, atau sebagai ijma’, baik yang bersumber dari riwayat maupun yang
bersumber dari ijtihad. Kesimpulan ini berdasarkan beberapa alasan. Pertama, Malik
menempatkan ‘amal ahl al-Madinah di atas khabar ahad dengan alasan ‘amal ahl al-
Madinah diriwayatkan orang banyak sementara khabar ahad diriwayatkan satu orang.
Kedua, berdasarkan alasan pertama, Malik menempatkan ‘amal ahl al-Madinah
sebagai dalil mutawatir sehingga memiliki kekuatan gat'7 ‘mengalahkan’ khabar ahad
yang ‘hanya’ memiliki kekuatan zanni. Inilah sebenarnya basis metodologis dari teori
‘amal ahl al-Madinah.

Menempatkan ‘amal ahl al-Madinah, baik dalam posisi sebagai sunnah
mutawatir ataupun ijma’ yang karena itu bersifat mengikat seluruh umat Islam, jelas
tidak bisa dilepaskan dari unsur subyektivitas Malik sebagai warga Madinah. Pengaruh
Madinah sebagai ‘kota Nabi’ membuat Malik menempatkan Madinah dan seluruh
warganya sebagai ‘orang-orang istimewa’ yang nyaris ma’sum. Mengapa subyektif ?
Karena tidak ada alasan kuat untuk menempatkan produk pemikiran masyarakat
Madinah dalam posisi yang ‘pasti benar’ mengingat al-Qur’an sendiri menyebutkan
bahwa di Madinah terdapat juga orang-orang munafik.

Di sisi lain, teori tersebut menggambarkan bahwa Malik adalah mujtahid yang
sangat ketat dalam menyeleksi sunnah. Dalam pandangannya, sunnah harus
diriwayatkan oleh orang banyak atau tidak menyalahi dalil gaz’Z. Hal itu dapat dilihat

dari empat hal. Pertama, penolakannya terhadap khabar ahad karena menyalahi ‘amal
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ahl al-Madinah adalah penolaknnya terhadap riwayat satu orang yang bertentangan
dengan riwayat banyak orang. Kedua, Malik menolak hadis tentang najisnya jilatan
anjing karena dinilainya bertentangan dengan ayat al-Qur’an. Ketiga, ia menolak hadis
tentang sahnya puasa orang yang makan akibat lupa karena bertentangan dengan
kaidah umum. Keempat, ia mendahulukan kiyas daripada khabar ahad.

‘Amal ahl al-Madinah adalah produk Malik yang diperdebatkan ulama. Teori
ini berangkat dari asumsi bahwa ‘amal ahl al-Madinah merupakan kristalisasi dari
ajaran Rasul yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Madinah, sehingga
menempati posisi sunnah yang berkekuatan gat’i. Oleh karena kekuatannya yang gat '’
maka ia lebih kuat dari khabar ahad yang berkekuatan zanni.

Sebagai seorang mujtahid besar, Malik telah menyumbangkan pemikirannya
yang berharga bagi Islam dan umat Islam. Sebagai sebuah hasil ijtihad, tentu saja sah
untuk diperdebatkan. Namun sebagai sebuah sumbangan pemikiran, tidak ada yang
menyangkal hebatnya warisan ilmu yang telah ditinggalkannya.

Allah A’lam.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. ‘Amal ahl al-Madinah merupakan praktek hukum yang dijalankan masyarakat
Madinah yang mengacu pada sumber riwayat dan ijtihad. Dalam metode
jtithadnya, Malik menempatkannya sebagai salah satu dalil hukum, baik ‘amal
ahl al-Madinah tersebut bersumber dari riwayat maupun bersumber dari
ytihad. Namun demikian, ‘amal ahl al-Madinah yang menjadi salah satu dalil
hukum dalam ijtihad Malik tersebut adalah ‘amal ahl al-Madinah yang
berlangsung sejak era sahabat hingga tabi’in atau tabi’ al-tabi’in menurut
riwayat lain.

2. Teori ini dibangun atas asumsi bahwa ‘amal ahl al-Madinah merupakan
kristalisasi ajaran Rasul yang dijalankan secara turun temurun. Dengan
demikian, ia menempatkan ‘amal ahl al-Madinah dalam posisi sebagai sunnah
atau ijma’. Inilah basis metodologis teori ‘amal ahl al-Madinah.

3. Berdasarkan asumsi di atas, sebagai dalil hukum, ‘amal ahl al-Madiah
memiliki kekuatan gat7 karena ia muncul dari riwayat yang mutawatir. Oleh
sebab itu, kekuatan ‘amal ahl al-Madimah ‘mengalahkan’ kekuatan khabar
ahad, bahkan menjadi alat ukur untuk menilai kesahihan sebuah khabar ahad
sekaligus menjadi alat ukur untuk menilai kesahihan sebuah dalil ketika terjadi
pertentangan. Dengan posisinya sebagai dalil mutawatir, berarti ia juga

mengalahkan dalil-dalil lain seperti kiyas, dan lain-lain. Posisi Madinah
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sebagai kota Nabi yang otomatis merupakan kota wahyu memberi pengaruh

sangat kuat pada lahimya teori tersebut.

B. REKOMENDASI

1.

Warisan lieilmuan yang ditinggalkan para mujtahid terdahulu perlu untuk terus
menerus dikaji dan diteliti. Setidaknya ada dua manfaat yang dapat diperoleh.
Pertama, kita tidak salah paham terhadap pemikiran tersebut serta tidak mudah
menghakimi. Kedua, dengan pemahaman yang kuat, pemikiran tersebut dapat
dijadikan landasan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut.

Sesuai dengan kemampuan manusia yang terbatas, sekalipun penelitian ini
dilakukan dengan ijtihad yang keras, namun tetap perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut untuk lebih memperdalam dan mempertajam analisis lahirnya teori
dimaksud.

Harus diakui sebagai seorang mujtahid besar, Malik telah memberikan kontribusi
yang luar biasa bagi kehidupan dan perkembangan keilmuan Islam khususnya di

bidang hukum. Tugas selanjutnya berada di tangan generasi di bawahnya.
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